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MANAJEMEN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
DALAM PELAKSANAAN INVENTARISASI DI KANTOR
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Oleh :

JHONDY ROPO SEMBIRING
NPM : 207321007

ABSTRAK

Inventarisasi aset atau database aset kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan
Hilir adalah kegiatan mengidentifikasi kualitas dan kuantitas prasarana serta
sarana secara fisik dan secara yuridis/legal. Inventarisasi ini dalam bentuk
informasi data aset biasa disebut sebagai database aset atau barang. Tujuan
penelitian int adalah untuk menganalisis dan menjelaskan manajemen pengelolaan
barang milik daerah dalam pelaksanaan inventarisasi di Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode
penelitian ini adalah kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan
observasi, wawancara dan dokumentasi serta hasilnya dianalisis dengan deskriptif
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Dalam pelaksanaan kegiatan
pengelolaan barang milik daerah masih banyak ditemui permasalahan terutama
dari barang-barang yang rusak yang dibiarkan begitu saja, pengadaan barang tidak
sesuai RKBMD, pembelian-barang, yang, tidak ‘sesuai dengan standarisasi, aset
yang masih belum ada pengamanannya,” pembelian barang yang tidak tercatat
dalam buku ‘inventaris, kehilangan barang yang tidak ada administrasi
pelaporannya, pembiayaan untuk pengelolaan barang daerah masih minim,
rendahnya Kkinerja pengurus dan pembantu pengurus barang, lemahnya sanksi
dalam pelaporan barang. 2) Adapun faktor pendukung dan faktor penghambat
manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Pelaksanaan Inventarisasi di
Kantor Sekretariat Daerah: Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari organisasi dan
manajerial, serta minimnya sumber daya manusia.

Kata Kunci : Pengelolaan, Penatausahaan, Barang Milik Daerah
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AN IMPLEMENTATION OF REGIONAL PROPERTY MANAGEMENT
AT OFFICE DISTRICT REGIONAL SECRETARIAT
ROKAN HILIR

By :

JHONDY ROPO SEMBIRING
NPM : 207321007

ABSTRACT

Asset inventory or asset database Secretariat of'ihe Rokan.Hilir Regency
Regional s an activity to identify the quality and quantity of infrastructure and
facilities physically and legally. This inventory.in the form of asset data
information is commonly referred to as an asset or goods database. The purpose
of this studyis to analyze and explain the management of regional property
management in the implementation of the inventory at the Regional Secretariat
Office of Rokan Hilir Regency along with the supporting and. inhibiting factors.
This research method is qualitative, with data collection techniques using
observation, iInterviews and documentation and the results are analyzed with
descriptive qualitative. The results of the study show that: 1) In the
implementation of regional property management activities, there are still many
problems, especially from damaged goods that are left alone, procurement of
goods that are not in accordance with the RKBMD, purchases of goods that are
not in accordance with standardization, assets'that still have no security. ,
purchases of goods that are not recorded-in the inventory book, loss of goods for
which there is no administrative reporting, financing for the management of
regional goods is still minimal, the performance of managers and assistants of
goods management is low, weak sanctions in reporting goods. 2) The supporting
factors and inhibiting factors for the management of Regional Property
Management in the Implementation of the Inventory at the Regional Secretariat
Office of Rokan Hilir Regency. consist of organizational and managerial, as well
as the lack of human resources.

Keywords: Management, Administration, Regional Property
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Undang Nomor 22 Tahun 1999. Sejak diberlakukannya otonomi daerah,
pemerintah dituntut untuk harus menciptakan daya tarik didaerahnya agar dapat
menarik dana investasi masuk ke daerah sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi,
mampu menyediakan lapangan Kkerja, mempercepat proses pemerataan

pembangunan guna mengentaskan kemiskinan. Selain menciptakan daya tarik



investasi, pemerintah harus melakukan inventarisasi aset daerah untuk mengetahui
potensi yang perlu di kembangkan dan dioptimalkan oleh daerah.

Peran kepala daerah sangat penting untuk mengembangkan potensi
kekayaan daerah_berdasarkan-aset yang dimiliki oleh daerah tersebut, baik aset
berwujud maupun tak berwujud. Perlu adanya proyeksi atau perkiraan yang
cermat ke depan dari kepala daerah: tuntuk mengembangkan kekayaan daaerah.
Pengembangan potensi daerah tidak harus dilakukan oleh daerah sendiri.
Kerjasama dengan daerah lain ataupun pihak ketiga juga sangat penting agar
melancarkan proses percepatan pemerataan pembangunan dan perbaikan kualitas
hidup masyarakat di daerah.

Inventarisasi aset dilakukan oleh pemerintah daerah agar aset-aset yang
dimiliki dapat dikelola dengan baik dan benar serta sebagai acuan untuk
dilakakukannya penilaian. Salah satu tujuan dari penilaian-aset daerah adalah
untuk kepentingan penyusunan neraca pemerintah dan laporan arus kas. Neraca
dan laporan arus kas tersebut merupakan bentuk laporan bagi pemerintah daerah,
yang di dalamnya ‘mampu memberikan informasi.mengenai kekayaan yang
dimiliki oleh daerah. Laporan pertanggungjawaban daerah yang akuntabel dan
transparan kepada masyarakat publik.

Pengelolaan barang milik daerah erat kaitannya dengan pemberian
pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah perlu membuat perencanaan
kebutuhan aset yang akan digunakan/dimiliki. Berdasarkan rencana tersebut,
pemerintah daerah kemudian mengusulkan anggaran pengadaannya. Dalam hal

ini, masyarakat dan DPRD perlu melakukan pengawasan (monitoring) mengenai



apakah aset atau kekayaan untuk dimiliki daerah tersebut benar-benar dibutuhkan
daerah. Seandainya memang dibutuhkan, maka pengadaannya harus dikaitkan
dengan cakupan layanan yang dibutuhkan dan diawasi apakah ada mark-up dalam
pembelian tersebut. Setiap pembelian barang-atau aset baru harus dicatat dan
terdokumentasi dengan baik dalam sistem database kekayaaan daerah.

Masyarakat dan DPRD-yang harus ‘'melakukan pengawasan (monitoring)
terhadap pemanfaatan aset daerah tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan
kekayaan milik daerah.Hal yang cukup penting diperhatikan pemerintah daerah
adalah perlunya dilakukan perencanaan terhadap biaya operasional dan
pemeliharaan untuk setiap kekayaan yang dibeli atau diadakan. Hal ini disebabkan
sering kali biaya operasi dan pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja
investasi/ modal. Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja investasi/modal
dengan biaya operasi_dan, pemeliharaan yang biaya tersebut merupakan
commitment cost yang harus dilakukan. Selain biaya operasi dan pemeliharaan,
biaya lain yang harus diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. Pengelolaan
kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas publik. Menurut
Mardiasmo (2010:40) akuntabilitas publik..yang harus dipenuhi paling tidak
meliputi:

1) Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountability for
probability and legality), terkait dengan penghindaran penyalahgunaan
jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam penggunaan dan pemanfaatan

kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan
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adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang disyaratkan

dalam penggunaan kekayaan publik.

2) Akuntabilitas proses (process accountability), terkait dengan dipatuhinya

sipil lebih banyak perhatiannya pada temuan angka-angka dan analisa keuangan
atas kerugian Pemerintah Daerah dari sisi finansial. Dibandingkan dengan aset
daerah, hal tersebut tidak menjadi perhatian sebesar apapun penyimpangannya.
Menurut Bolendea, llat dan Warongan (2017) barang milik daerah (BMD)
merupakan unsur yang sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan

khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah harus



melakukan pengelolaan atas barang milik daerah agar dapat berguna bagi
pemerintah dan masyarakat. Pengelolaan barang milik daerah adalah suatu proses
dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari
beban APBN/D atau perolehan.lainnya yang-sah yang dapat dimanfaatkan dan
digunakan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat. BMD adalah sumber
daya ekonomi yang dikuasai.atau dimiliki oleh pemerintah Pusat/ Daerah maka
pengelolaan barang milik daerah tersebut harus dilakukan secara baik dan benar.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang
Pemerintahan Daerah, dalam penjelasan umumnya otonomi daerah memakai
prinsip otonomi seluas-luasnya dengan pengertian lain hahwa daerah diberikan
kewenangan untuk mengurus serta mengatur seluruh urusan pemerintahan selain
urusan yang menjadi urusan Pemerintah yang telah diamanatkan dalam Undang-
Undang ini. Untuk itu pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk membuat
kebijakan daerah agar dapat memberikan pelayanan, peningkatan peranserta,
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan
kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu otonomi daerah harus bertanggungjawab.
Melihat pasal 22 Undang-Undang Nomor:23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai salah satu kewajiban
yaitu mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah dalam
implementasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah merupakan komponen

penting dalam penyelenggaraan kegiatan pengelolaan keuangan daerah. Oleh
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karena itu pengelola barang milik daerah perlu melakukan pengorganisasian

dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun

Selajutnya pada ayat (3) Sekretaris Daerah adalah Pengelola Barang Milik
Daerah. Pengelola Barang Milik Daerah berwenang dan bertanggung jawab:

a. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Daerah;

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan
Barang Milik Daerah;

c. Mengajukan usul Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Barang Milik
Daerah yang memerlukan persetujuan Gubernur/Bupati/Walikota;

d. Mengatur pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemusnahan, dan
Penghapusan Barang Milik Daerah;



e. Mengatur pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Daerah yang telah
disetujui oleh Gubernur/Bupati/Walikota atau Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah;

f. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik
Daerah; dan

g. Melakukan pengawasan dan pengendalian atasspengelolaan Barang Milik
Daerah.

Barang Milik Daerah merupakan salah satu unsur penting dalam
mendukung pelaksanaan penyelenggaraan-pemerintahan dalam rangka terciptanya
tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah yang baik, diperlukan adanya
kesamaan persepsi siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang
diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor~27 Tahun 2014 tentang
pengelolaan barang milik Negara/Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset
atau barang milik daerah tersebut merupakan sumber daya ekonomi milik daerah
yang mempunyai peran dan-fungsi yang strategis, bagi pemerintah daerah dalam
meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, karena aset yang ditata dan
dikelola dengan baik dapat menjadi potensi sebagai - sumber pembiayaan
pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan daerah serta-meningkatkan pendapatan
asli daerah (PAD) secara signifikan, namun_sebaltknya jika barang milik daerah
tidak dikelola dengan semestinya, maka keberadaan aset justru menjadi beban
biaya karena aset membutuhkan biaya perawatan atau pemeliharaan dan
mengalami penurunan nilai (terdepresiasi) seiring dengan perjalanan waktu.

Pada dasarnya Pejabat Pengelola Barang Milik Daerah adalah Kepala
Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah berwenang

dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan barang milik



daerah. Kepala Daerah dibantu oleh Sekretaris Daerah selaku pengelola, Kepala
Biro/ Bagian Perlengkapan/ Umum/ Unit pengelola barang milik daerah selaku
pembantu pengelola, Kepala SKPD selaku pengguna, Kepala Unit Pelaksana
Teknis Daerah selaku kuasa-pengguna, Penyimpan barang milik daerah dan
Pengurus barang milik daerah.

Barang Milik daerah dimaksud-dapat berupa barang bergerak dan barang
tidak bergerak yang semua keberadaannya di semua tempat tidak terbatas hanya
ada pada pemerintah daerah atau lembaga. Berdasarkan Permendagri Nomor 19
Tahun 2016 tentang pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah inventarisasi
adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan, dan pelaporan hasil
pendataan barang milik daerah. Kepala SKPD yang mempunyai fungsi
pengelolaan barang milik daerah selaku Pejabat Penatausahaan Barang. Dalam
Pasal 476 secara rinci menjelaskan 3 poin sebagai berikut:

(1) Pengguna Barang melakukan inventarisasi barang milik daerah paling
sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

(2) Dalam hal barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa persediaan dan konstruksi dalam . pengerjaan, inventarisasi
dilakukan oleh Pengguna Barang setiap tahun.

(3) Pengguna Barang menyampaikan laporan hasil Inventarisasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).kepada Pengelola Barang paling lama
3 (tiga) bulan setelah selesainya Inventarisasi.

Suharno (2005), menyatakan bahwa inventarisasi diperlukan untuk
mengetahui dengan pasti seluruh aset yang dikuasai oleh instansi-instansi di
pemerintahan berikut badan hukum yang ada. Peran dan fungsi inventarisasi
barang milik daerah memiliki tujuan yaitu; 1) menunjang pelaksanaan tugas, 2)

penggunaan barang secara maksimal, 3) pemanfaatan dan pengendalian. Beberapa

hal yang diperhatikan dalam proses inventarisasi adalah:



1) Proses inventarisasi harus dilakukan berdasarkan satu kesatuan pedoman
yang berlaku untuk seluruh aset negara. Hal ini dilakukan untuk
menghasilkan informasi yangseragam dan pada akhirnya nanti dapat
dilakukan kompilasi;

2) Proses inventarisasi harus dilaksanakan dengan mengacu kepada data dan
kondisi yang sesungguhnya;

3) Proses inventarisasi dituangkan tidak-hanya pada. data yang sifatnya
atributik, melainkan mengikutkan informasi spasial yang menunjukkan
titik lokasi aset tersebut berada.

Peraturan Daerah Kabupaten'Rokan Hilir Nomor 4 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah adalah
Pengelola Barang Milik Daerah. Dengan demikian pada pasal 114 menyebutkan;

(1) Pengelola Barang harus menyusun Laporan Barang Pengelola Semesteran
dan Laporan Barang Pengelola Tahunan.

(2) Pengelola Barang harus menghimpun Laporan Barang Pengguna
Semesteran dan Laporan Barang Pengguna Tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) serta laporan.barang Pengelola
sebagaimana dimaksudspada ayat (1) sebagai-bahan penyusunan Laporan
BMD.

(3) Laporan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai
bahan untuk menyusun _neraca pemerintah daerah.

Pengelolaan barang milik daerah merupakan rangkaian kegiatan yang
terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan,
pemanfaatan, pengamanan  dan pemeliharaan,. . penilaian, penghapusan,
pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian,
pembiayaan, dan tuntutan ganti rugi. Rangkaian kegiatan tersebut merupakan
kegiatan yang saling terkait satu dengan yang lain. Dan yang merupakan salah
satu alat untuk melaksanakan rangkaian kegiatan pengelolaan adalah kegiatan
inventarisasi barang milik daerah buku inventaris barang milik daerah yang

datanya benar, lengkap dan akurat merupakan sarana informasi yang tepat bagi

pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milk daerah secara efektif dan efisien.
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Gambar 1.1. Alur Manajemen Aset

Pemusnahan | Pengalihan Aset (Penjualan,
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t
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1)

2)

3)

Dari alur n
Perencanaan k n

Perencanaa karena adanya tujuan yang
hendak dicapai. A hkan akan digunakan oleh

pemilik/pengelola  untuk rlancar pencapaian tujuan. Suatu
perencananaan kebutuhan aset harus berorientasi kepada pengguna (user).
Perencanaan kebutuhan aset didasarkan pada master plan organisasi
bersangkutan dan ketersediaan dana.
Pengadaan aset

Pengadaan aset adalah kegiatan mengadakan barang/jasa yang
dibiayai sendiri ataupun yang dibiayai oleh pihak luar, baik yang
dilaksanakan secara swakelola (sendiri) maupun oleh penyedia
barang/jasa.
Inventarisasi aset atau database aset

Inventarisasi aset atau database aset adalah kegiatan
mengidentifikasi kualitas dan kuantitas prasarana serta sarana secara fisik
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dan secara yuridis/legal. Inventarisasi ini dalam bentuk informasi data aset
biasa disebut sebagai database aset atau barang.
4) Legal audit
Legal audit adalah kegiatan pengauditan untuk status prasarana dan
sarana, sistem dan prosedur penguasaan, sistem dan prosedur pengalihan
penggunaan _dan. penggunaan, pengidentifikasian adanya indikasi
permasalahan legalitas-atau aspek yuridis, serta pencarian solusi untuk
memecahkan. _masalah “legalitas yang terjadi atau - terkait dengan
penguasaan dan pengalihan aset.
5) Penilaian aset
Penilaian aset adalah proses kegiatan untuk menentukan nilai aset
yang dimiliki sehingga dapat diketahui secara, jelas nilai kekayaan yang
dimiliki, yang akan dialihkan, ataupun yang akan dihapuskan.
6) Operasi dan pemeliharaan aset
Operasi ini mencakup pemanfaatan aset secara optimal, yaitu proses
pendayagunaan aset, sedangkan pemeliharaan adalah kegiatan
menggunakan atau memanfaatkan prasarana dan sarana dalam
menjalankan tugas dan pekerjaan. Pengelolaan aset membutuhkan
a. minimize cost of ownership (meminimalkan biaya kepemilikan),
b. maximize asset availability (memaksimalkan ketersediaan aset),
c. maximize asset utilization (memaksimalkan penggunaan aset).
7) Penghapusan aset
Penghapusan aset adalah kegiatan untuk menjual, menghibahkan,
atau bentuk lain dalam memindahkan hak kepemilikan atau memusnahkan
seluruh/sebuah unit atau unsur/item terkecil dari aset yang dimiliki.
8) Peremajaan aset
Pada tahap ini, dilakukan peremajaan bagi aset yang telah usang,
baik usang dalam sisi penggunaan dan pemanfaatannya maupun usang
karena habis umur ekonomis atau umur teknisnya.
9) Pengalihan‘aset
Pengalihan aset adalah proses memindahkan hak atau tanggung
jawab, wewenang, kewajiban penggunaan, dan pemanfaatan dari sebuah
unit kerja ke unit lainnya di lingkungan sendiri.

Dengan mengandalkan potensi aset serta kekayaan yang dimiliki,
Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dituntut untuk mengembangkan dan
mendayagunakannya dengan fokus pada pengelolaan aset-aset, baik yang bersifat
operasional maupun yang bersifat non operasional. Untuk mengetahui potensi

tersebut perlu dilakukan kegiatan inventarisasi, identifikasi, legal audit, penilaian
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aset, dan langkah-langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan aset daerah
tersebut.

Dalam memberikan laporan pertanggungjawaban, pemerintah harus
memperhatikan _.setiap  aspek.. yang _akan dilaporkan dalam laporan
pertanggungjawaban. Pemerintah juga harus memeriksa kembali penatausahaan
aset barang milik daerah apakah’ sudah: sesual dengan peraturan perundang-
undangan 'yang berlaku” dan sudah tercatat dengan baik. Terkadang masyarakat
kurang memperhatikan apa saja yang menjadi barang milik daerah (aset) yang ada
di daerah masing-masing dan apakah barang milik daerah tersebut sudah
digunakan oleh pemerintah dengan baik dan benar sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya.

Kartu Inventaris Barang (KIB) adalah kartu kumpulan catatan barang-
barang inventaris yang sejenis secara tersendiri atau kumpulan/kolektif dilengkapi
data-data mengenai barang tersebut. Sesuai fokus utama penelitian, yakni pada
inventarisasi barang milik daerah khususnya pada peralatan dan mesin (KIB B).

Tabel 1.1. Data Inventaris Peralatan dan Mesin di Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2017 s/d 2019

Tahun Jumlah jenis Jumlah barang Asal Usul
barang (unit)
€Y 2 ®) (4)
2017 3 jenis 183 unit APBD 2017
2018 2 jenis 12 unit APBD 2018
2019 32 jenis 966 unit APBD 2019

Sumber: Dokumentasi Data KIB B Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan

Hilir

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya setiap tahun

jumlah inventaris peralatan dan mesin bertambah. Akan tetapi hal ini tidak
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diimbangi dengan peningkatan kualitas inventarisasi barang milik daerah
khususnya pada bagian peralatan tersebut. Tahun 2017 pembelian hanya vertikal
blind, water heater (penghangat air), dan podium. Tahun 2018 hanya melakukan
pembelian karpet.dan komputer/PC. Tahun.2019 melakukan pembelian dibidang
penunjang operasional seperti tiang bendera, tenda, scanner, sound system, kunci
pintu sidik jari, dan lain-lain.

Dalam proses pengelolaan barang milik daerah di Kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat adanya kendala, yakni dalam
proses pengelolaan barang milik daerah masih kurang koordinasi antar pimpinan
dengan staf, padahal untuk mencapai tujuan bersama dalam tertib administrasi
barang dibutuhkan persepsi yang sama pula secara integral. Kemudian lainnya
kondisi sumber daya aparatur di setiap bidang masih sangat terbatas jumlahnya,
dan belum mencukupi kebutuhan pekerjaany yang diperlukan. Sehingga
pelaksanaan pekerjaan pengelolaan barang daerah yang dibebankan menjadi tidak
maksimal,serta pendanaan yang kurang memadai untuk melaksanakan kegiatan
pengelolaan barang milik daerah, sehingga kegiatan untuk mendukung tertibnya
pelaksanaan pengelolaan barang. daerah tidak berjalan dengan efektif seperti
halnya pendanaan terhadap pengadaan barang yang harus sesuai dengan sarana
dan prasarana yang seharusnya digunakan melipuiti meja kerja, kursi kerja dan
lain sebagainya belum memenuhi standar sarana dan prasaran yang dimana
standar sarana dan prasarana ini untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dari

masing-masing SKPD agar lebih nyaman dalam melaksanakan tugasnya .
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Gambar 1.2.Dokumentasi KIP B di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten

Rokan Hilir
e - e B B e e e e g o
geSTAL AL 41 S
b Y7 S o
Sumber: D i éer'qt- i gga?jrg ol %Hjlﬁxfo?f -
Ber e 161:@:: l?;?:EVa an fenomena-
fenomena terkai opt i Ik daerah di kantor
Sekretariat D aten K ili y
1) Dari s A;\lBP' ngan (KIR) yang
seharusn la A | ini tentu dapat
berdampak ng milik daerah yang
dipergunakan oleh etari erah Kabupaten Rokan Hilir.

Belum adanya Kartu Inventaris Ruangan (KIR) karna aset sekretariat
daerah belum diserahkan sepenuhnya kepada kantor sekretariat daerah
yang baru/ kantor bupati yang baru maka dari itu kesulitan mendata asset
atau barang yang sudah ada sebelumnya karena sebagian sebelumnya

masih ada terdapat di kantor bupati yang lama.
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2) Dari segi pendataan, tidak adanya pengisian Kartu Inventaris Barang
(KIB), baik KIB a hingga KIB f yang memuat catatan barang inventaris

yang memuat data-data terperinci mengenai kondisi barang tersebut.

3) : A : en (KIB) B

arang, kondisi

ak ada catatan

4) i Seg ak lanjut, :‘ . ersedia. Akibatnya,

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, BMD menjadi salah satu
unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus
dikelola dengan akuntabel, efektif, efisien, serta ekonomis.

Pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tidak bisa dipisahkan dengan
pelaksanaan otonomi daerah, masing—masing daerah diberikan kesempatan dalam

mengelola, mengembangkan dan membangun daerahnya sesuai potensi dan
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kebutuhan yang ada. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah terkait
penyediaan BMD yang digunakan untuk pelaksanaan tusi maupun pelayanan
kepada masyarakat.

Selain memberikan manfaat bagi masyarakat, penyediaan BMD dilakukan
dalam _rangka menunjang perekonomian daerah (misalnya penyediaan
infrastruktur) sehingga dapat. memherikan:imbal balik kepada pemerintah daerah
dalam bentuk pendapatan asli daerah (PAD). Oleh sebab itu, Pemerintah daerah
memerlukan strategi perencanaan yang baik serta tepat- sasaran dalam
pelaksanaannya sehingga aset daerah dapat menjadi salah satu sumber penggerak
ekonomi dan PAD bagi Pemerintah Daerah.

Pengelolaan aset pemerintah daerah tidak semata-mata berupa BMD yang
dimiliki oleh pemerintah daerah saja, namun juga aset pihak lain yang dikuasai
oleh pemerintah daerah. Pengelolaan aset yang dilakukan dengan kurang
bijaksana dapat menimbulkan inefisiensi dimana beban pengeluaran untuk biaya
perolehan dan pemeliharaan aset akan lebih besar dari manfaat yang bisa
diperoleh. Menurut Sholeh dan Rochmansjah (2010), pengelolaan Barang Milik
Daerah yang baik setidaknya. memerlukan 3 (tiga) fungsi utama, Vyaitu
perencanaan yang tepat, pelaksanaaan/ pemanfaatan secara efisien dan efektif,
dan pengawasan (monitoring). Ketiga fungsi tersebut dapat terlaksana apabila
pengelolaan BMD dilakukan dengan strategi yang tepat.

Berdasarkan berbagai penjelasan dan permasalahan di atas, dapat
diasumsikan bahwa di Kantor Sekreatariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

terindikasi belum efektifnya pelaksanaan inventarisasi terhadap barang milik
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daerah. Dari berbagai uraian tersebut atas, maka peneliti ingin mengkaji dalam
sebuah penelitian ilmiah berjudul: “Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah

Dalam Pelaksanaan Inventarisasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan

Hilir”.
1.2.
san masalah
dalam pe barang milik
daerah dal ﬁ rah Kabupaten
Rokan Hili
1.3.
n ini bertujuan
untuk
1) Untuk m aan barang milik
daerah dal Sekretariat Daerah

2) Untuk menganalisis "€ enje n faktor pendukung dan faktor
penghambat manajemen pengelolaan barang milik daerah dalam pelaksanaan

inventarisasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.

1.4, Manfaat Penelitian
Hasil dari penelitian ini diharapkan nantinya, dapat memiliki manfaat

antara lain:
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1.4.1. Manfaat Teoritis

Dapat menambah referensi maupun wawasan ilmu Pemerintahan terkait

pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah ditinjau dari aspek evaluasi secara
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KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1. KajianP

ketertiban di  dalam are Kat terse sa menjalankan
kehidupan
ditandai dengan ingkatny DE rubah menjadi
melayani masyarakat. ‘j ‘- ; -L :;_ ata da hakekatnya
adalah pelayana ada m at. er he diadakan untuk
melayani diri sendiri, te el untuk melayani
masyarakat, : Ad ~ z :Te a menggembangkan
kemampuan 4 emi me an bersama (Rasyid,

2015:13).

yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat, bahkan Van
Poelje (dalam Hamidi, 2017:52) menegaskan bahwa pemerintahan dapat
dipandang sebagai suatu ilmu yaitu mengajar bagaimana cara terbaik dalam
mengarahkan dan memimpin pelayanan umum.

Uraian tersebut menjelaskan juga bahwa suatu pemerintahan hadir kerna

adanya suatu komitmen bersama yang terjadi antara pemerintah dengan rakyatny

sebagai pihak yang diproleh dalam suatu posisi dan peran, yang mana komitmen

19
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tersebut hanya dapat dipegang apabila rakyat dapat merasa bahwa pemerintah itu
memang diperlakukan untuk melindungi, memperdayaan dan mensejahterakan
rakyat.

Menurut .Ndraha (2011:3) IImu_.Pemerintahan. adalah ilmu yang
mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap
orang akan jasa publik dan layananicivil, dalam,hubungan pemerintahan sehingga
dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Kehadiran pemerintahan dan keberadaan pemerintah adalah sesuatu yang
menjadi keharusan bagi proses kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Sejarah
telah membuktikan bahwa masyarakat, sekecil apa pun kelompoknya, bahkan
sebagai individu sekalipun, membutuhkan pelayanan pemerintah. Oleh karena itu
kehidupan sehari-hari erat hubungannya dengan fungsi-fungsi pemerintah di
dalamnya (Sarundajang, 2012:5).

Menurut Sadjijono (2018:41) pemerintahan memiliki dua arti, yakni dalam
arti luas dan dalam arti sempit yaitu:

Pemerintahan dalam arti luas yang disebut regering atau
goverment, yakni “pelaksanaan tugas Seluruh badan-badan, lembaga-
lembaga dan petugas-petugas yang.diserahi wewenang mencapai tujuan
negara. Arti pemerintahan meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan
yudisiil atau alat-alat kelengkapan negara yang lain yang juga bertindak
untuk dan atas nama Negara”. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit
(bestuurvoering), yakni “mencakup organisasi fungsi-fungsi yang
menjalankan tugas pemerintahan. Titik berat pemerintahan dalam arti
sempit ini hanya berkaitan dengan kekuasaan yang menjalankan fungsi
eksekutif saja”.

Selanjutnya Hadjon dkk (2015:6) menjelaskan konsep pemerintahan

sebagai berikut;

Pemerintahan dapat dipahami melalui dua pengertian: di satu pihak
dalam arti “fungsi pemerintahan” (kegiatan memerintah), di lain pihak
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dalam arti “organisasi pemerintahan” (kumpulan dari kesatuan-kesatuan
pemerintahan). Fungsi pemerintahan ini secara keseluruhan terdiri dari
berbagai macam tindakan-tindakan pemerintahan: keputusan-keputusan,
ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan-tindakan hukum
perdata dan tindakan-tindakan nyata. Hanya perundang-undangan dari
penguasa politik..dan peradilan oleh para<hakim tidak termasuk di
dalamnya.

Dengan demikian lahirnya pemerintahan memberikan pemahaman bahwa
kehadiran suatu pemerintahan.merupakan:manifestasi dari kehendak masyarakat
yang bertujuan untuk berbuat baik bagi kepentingan masyarakat. Defenisi ini
menggambarkan bahwa pemerintahan sebagai suatu ilmu mencakup 2 (dua) unsur
utama yaitu:

1) Masalah bagaimana sebaiknya pelayanan’ umum dikelola, jadi termasuk
seluruh permasalahan pelayanan umum, dilihat dan dimengerti dari sudut
kemanusiaan;

2) Masalah bagaimana sebaiknya memimpin pelayanan umum, jadi tidak hanya
mencakup masalah pendekatan yaitu bagaimana sebaiknya mendekati
masyarakat oleh para pengurus, dengan pendekatan terbaik, masalah
hubungan antara birokrasi dengan masyarakat, masalah™ keterbukaan juga
keterbukaan yang aktif dalam hubungan masyarakat, permasalahan psikologi
sosial dan sebagainya (Atmosudirjo, 2010:15).

Sistem ‘pemerintahan pada dasarnya adalah tatanan organisasi
pemerintahan yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya secara teratur
dan terencana untuk mencapal tujuan ‘pemerintah. Sistem pemerintahan ini lebih
lanjut mengatur bagaimana pemerintah menjalankan fungsi-fungsi yang dimiliki
untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Rasyid (2012:14) secara umum tugas-tugas pokok pemerintahan
antara lain :

1) Menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar dan

menjaga agar tidak terjadi pemberontakan didalam yang dapat
menggulingkan pemerintahan yang sah melalui cara-cara kekerasan.



2)

3)
4)
5)

6)
7)
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Memelihara ketertiban dan mencegah terjadinya keributan diantara warga
masyarakat, menjamin agar perubahan aparatur yang tejadi didalam
masyarakatdapat berlangsung secara damai.

Peraturan yang adil setiap warga Negara tanpa membedakan status apapun
yang melatarbelakangi keberadaan mereka.

Melakukan pelayanan umum dengan memberikan, pelayanan dalam bidang
yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemrintahan.

Melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan sosial.
Menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas.
Menerapkan kebijakan untuk memelihara sumber daya alam dan lingkungan
hidup.

Menurut Budiarjo (2009:21) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah

segala kegiatan yang teroganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan

kemerdekaan, berdasarkan atas Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu

Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar

Negara tersebut:

Menurut Surbakti (2019:168) istilah pemerintah dan pemerintahan berbeda

artinya, dimana pemerintahan_menyangkut tugas dan kewenangan, sedangkan

pemerintah merupakan aparat yang melenggarakan tugas dan kewenangan

Negara. Kemudian istilah pemerintahan itu sendiri pengertiannya dapat dikaji atau

ditinjau dari tiga aspek :

1) Ditinjau dari aspek kegiatan (dinamika), pemerintahan berarti segala
kegiatan atau usaha yang terorganisasikan, bersumber pada kedaulatan
dan berlandaskan pada dasar Negara.

2) Ditinjau dari aspek structual fungsional, pemerintahan mengandung arti
seperangkat fungsi Negara, yang satu sama lain saling berhubungan
secara fungsional, dan melaksanakan fungsinya atas dasar-dasar tertentu

demi tercapainya tujuan Negara.
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3) Ditinjau dari aspek tugas dan kewenangan Negara, maka pemerintahan
berarti seluruh tugas dan kewenangan Negara.

Sedangkan menurut Ndraha (2011:78-79) pemerintah memiliki dua fungsi

dasar yaitu :

=
o
<)
=
o
<)
©
2

Unsur yang paling mendasar berperan untuk mewujudkan terciptanya
suatu lembaga pemasyarakatan yang diharapkan adalah pemerintah. Terutama alat
Negara yang ditunjuk khusus dalam bidang ini dipemerintahan
2.1.2. Konsep llmu Pemerintahan

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefenisikan ilmu
pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup

bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan
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orang lain secara tidak sah. Awang dan Wijaya (2011:6) menjelaskan
pemerintahan adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebiakan
public, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat
istiadat, instuisi dan hukum dalam sejarah Negara.

Menurut Poelje (dalam Ndraha 2010:16) mendefenisikan ilmu
pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk memimpin hidup
bersama manusia kearah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan
orang lain secara tidak sah. Awang dan Wijaya (2011:6) menjelaskan
pemerintahan adalah sebuah badan yang menetapkan dan melaksanakan kebiakan
public, dan gerakan kekuasaan eksekutif, politik, dan berdaulat melalui adat
istiadat, instuisi‘dan hukum dalam sejarah Negara.

lImu pemerintahan adalah suatu ilmu untuk dapat menguasai dan
memimpin serta menyelidiki, unsur-unsur dinas, herhubungan dengan keserasian
kedalam dan hubungannya antar dinas itu dengan masyarakat lebih jauh
ditegaskannya pemerintahan adalah segala daya segala daya upaya suatu negara
untuk mencapai tujuan (Syafi’e, 2011:3).

Menurut Rosental dalam Indra (2013:34) 1lmu Pemerintahan adalah ilmu
yang menggeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur
dan proses-proses pemerintahan umum. Menurut H.a Barsz dalam Indra (2013:35)
IImu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara
bagaimana lembaga atau dinas pemerintahan umum itu disusun fungsikan, baik
secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

Objek forma ilmu pemerintahan bersifat khusus dan khas, yaitu hubungan

hubungan pemerintahan dengan sub-subnya (baik hubungan antara pusat dengan
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daerah, hubungan antara yang diperintah dengan yang memerintah, hubungan
antar lembaga serta hubungan antar departemen), termasuk didalamnya

pembahasan output pemerintahan seperti fungsi-fungsi, sistem-sistem, aktifitas

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
pasal 6 disebutkan otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah
otonomi untuk mengatur dan mengurus sediri urusab pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat dalam system NKRI, pemberian otonomi yang

seluas-luasnya kepada derah yang diarahkan umtuk memprcepat terwujudnya
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kesejahteraan masyarakatmelalui peningkatan pelayanan, pemperdayaan dan
peran serta masyarakat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia

D merupakan
unsur pe edudukan yang

sejajar. erintah Daerah

berkedudukan's ga el i /ang terdiri atas kepala

berkedudukan se .Q erah yang anggotanya dipilih

melalui pemilihan um ‘ m ﬁ"m" ah memiliki dua tingkatan, yaitu:

a) Pemerintahan daerah provinsi dilaksanakan oleh pemerintah daerah
provinsi (Gubernur/ wakil Gubernur dan perangkat daerah provinsi) dan
DPRD Provinsi.

b) Pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota (Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/ Wakil Walikota dan

perangkat daerah kabupaten/ kota) dan DPRD Kabupaten/ Kota.
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Otonomi daerah yang artinya daerah otonomi yaitu kesatuan masyarakat
akan hukum vyang batas wilayah tertentu yang berhak, berwenang dan

berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri dalam ikatan NKRI

=4
ak
v
w
o

seorang ata

pemerintah.

tann

membuatnya maupun yang mentaatinya.

Dunn (2013:22) mengemukakan proses pembuatan kebijakan adalah
serangkaian aktifitas intelektual yang dilakukan dalam proses kegiatan yang pada
dasarnya bersifat politis. Aktifitas politis tersebut dijelaskan sebagai proses
pembuatan kebijakan dan digambarkan sebagai serangkaian tahap yang saling
bergantung yang diatur dalam urutan waktu, penyusunan agenda, formulasi

kebijakan, abodsi kebijakan, implementasi kebijakan dan penilaian kebijakan.
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Dari penjelasan diatas bahwa dalam kebijakan terdapat prinsip-prinsip

menunjukkan cara-cara bertindak dengan memanfaatkan sumber daya manusia

untuk memecahkan masalah-masalah atau pemerintah.

k pelaksanaan

yang meliputi

arkan kebijakan

tang pelaksanaan

Menurut Abidin (2014-56) tidak semua mempunyai prioritas yang sama
untuk diproses, ini ditentukan oleh satu proses penyaringan melalui serankaian
kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam memnentukan salah satu
diantara berbagai kebijakan :

1) Efektifitas, mengukur alternative sasaran yang dicapai dengan suatu

alternatif kebijakan yang dapat menghasilkan tujuan akhir yang

diinginkan.
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2) Efesien, dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.

3) Cukup, suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan

sumberdaya yang ada.

Kebijakan. pemerintah..pada hakikatnya merupakan kebijakan yang
ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat
dalam berbagal status serta untuk'kepentingan umum), baik itu dilakukan secara
langsung yang tercermin pada pelbagai dimensi kehidupan publik. Oleh karena
itu, kebijakan publik sering disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan dalam
pengertian pilihan untuk melakukan atau untuk tidak melakukan mengandung
makna adanya kehendak mana dinyatakan berdasarkan otoritas yang dimiliki
untuk melakukan pengaturan dan jika perlu dilakukan pemaksaan. Pernyataan
kehendak oleh otoritas dikaitkan dengan konsep pemerintah memberikan
pengertian atas kebijakan yang dilakukan olehy pemerintah disebut kebijakan
pemerintah. Kebijakan pemerintah dipahami dari sasaran yang akan dicapal
(diatur) dimana sasarannya adalah publik tidak saja dalam pengertian negara akan
tetapi dalam pengertian masyarakat dan kepentingan umum maka kebijakan
pemerintah dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik.

2.1.5. Konsep Manajemen

Istilah manajemen (management) telah diartikan oleh berbagai pihak
dengan perspektif yang berbeda. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk
melakukan tindakan guna mencapai tujuan, serta keterampilan dalam menerapkan
prinsip, metode dan teknik dalam menggunakan sumber daya manusia dan sumber

daya alam (secara efektif dan efisien untuk tujuan (Siswanto, 2014:9).
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Menurut Karyoto (2016:1) manajemen berasal dari kata manage to man.
Kata manage berarti mengatur atau mengelola sedangkan man bermakna manusia.

Sehingga manajemen merupakan salah satu unsur sumber daya selain uang,

ukan semuag
kegiatan-kegiata erlu 3 1 pai tujuan dalam

batas kebi J ang  tels an at administrasi

hasil maksimal dengan usaha yang minimal, dengan pula demikian pula mencapai
kesejahteraan dan kebahagian maksimal baik pemimpin maupun para pekerja
serta memberikan pelayanan yang sebaik kepada masyarakat.

Pada dasarnya konsep manajemen diorganisir sedemikian rupa demi
mewujudkan fungsi dan tujuan utama organisasi. Rivai dan Sagala (2011:16)
lebih lanjut fungsi ataupun konsep dari manajemen pada dasarnya terbagi menjadi

dua, yaitu:
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1) Fungsi manajemen 4P
a) Perencanaan

Perencanaan mempunyai arti penentuan mengenai program tenaga

Fungsi staffing
organisasi,

agar karyawan

yang ingin dicapai, bila adi penyimpangan dapat diketahui dan
segera dilakukan perbaikan.
2) Fungsi Operasional
a) Pengadaan (Procurement)
Usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan

perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan

tenaga kerja, penarikan, seleksi, orientasi dan penempatan.
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b) Pengembangan (Development)
Usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program

pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat

ingan individu,

sebab itu harus

organisasi atau perusahaan mendapat pegawai yang baik. Maka fungsi
pemeliharaan adalah dengan memelihara sikap-sikap pegawai yang
menguntungkan perusahaan.

f) Pemutusan Hubungan Kerja (Separation)

Usaha terakhir dari fungsi operasional ini adalah tanggung jawab

perusahaan untuk mengembalikan pegawainya ke lingkungan
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masyarakat dalam keadaan sebaik mungkin, bila organisasi atau
perusahaan mengadakan pemutusan hubungan kerja

Berdasarkan berbagai penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan
manajemen adalah rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakan orang-
orang dan pengerahan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai.
2.1.6. Konsep Aset Daerah

Aset merupakan sumberdaya yang penting bagi pemerintah daerah.
Dengan mengelola aset daerah secara benar dan memadai, pemerintah daerah
akan mendapatkan sumber dana untuk pembiyaan pembangunan di daerah. Dalam
mengelola aset daerah, pemerintah daerah harus memperhatikan perencanaan
kebutuhan dan" penganggaran, pengadaan, penerimaan, .penyimpanan dan
penyaluran, ~penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, « penilaian, ~ penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan,
pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi. Keseluruhan
kegiatan tersebut merupakan aspek-aspek penting yang terdapat dalam
manajemen aset daerah. Dengan melakukan perencanaan kebutuhan aset,
pemerintah daerah akan memperoleh ‘gambaran dan pedoman terkait kebutuhan
aset bagi pemerintah daerah (Suwarno, 2014:32).

Menurut Basuki (2020:151) pengelolaan barang milik daerah merupakan
bagian dari pengelolaan keuangan daerah, barang milik daerah disini adalah
barang berwujud, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban
APBD dan barasal dari perolehan lainnya yang sah.

Pengelolaan aset daerah adalah rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap

Barang Daerah yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
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pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian,

penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan

pengendalian (Tahyudin, 2015).

*axi\h_\‘a\“:‘

2t
~ AR % D
D ‘qﬂ

2. Pengadaan
Pelaksanaan pengadaan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun
2003 dan perubahannya. Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan
pemenuhan kebutuhan barang daerah dan jasa.

3. Penerimaan, Penyimpanan, dan Penyaluran.

Hal ini diperlukan karena penerimaan aset dari pihak swasta atau

pihakketiga terlebih dahulu diterima oleh Pimpinan Teknis Kegiatan
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(PPTK) apabiladiberi kewenangan oleh pengguna anggaran/pengguna

barang selaku kepala SKPD. Setelah itu para PPTK menyerahkan kepada

bendahara barang selaku petugas yang menyimpan dan mencatat aset-aset

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pengguna/ kuasa
pengguna dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah
sesuaidengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) yang bersangkutan.

. Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang

tidakdipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja
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PerangkatDaerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjaman pakai, kerjasama

pemanfaatan,bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak

mengubah statuskepemilikan.

8.
dalam
:E istratif dan
-
=
Z
- 9
B O
E‘ E yang selektif
2 5
— e menggunakan
= .
= milik daerah.
B »
g i atau dilakukan
5 =
- >
e 2 10.
=
E = milik daerah dari
o =
E -~ an dari pejabat yang
E n/atau kuasa pengguna dan/
E atau pengelola dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang

berada dalampenguasaannya.

11. Pemindah tanganan
Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik
daerahsebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual,
dipertukarkan,dihibahkan atau diserahkan sebagai modal Pemerintah

Daerah.
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12. Pembiayaan
Diperlukan agar tidak mudah dimanipulasi pengguna aset karena

asetdaerah banyak ragam dan kepentingan yang dilaksanakan oleh pejabat

merupakan pisnis yang bisa
diukur secar. tannya berdasar
pada seberap di atuan uang Kkas.
Penyusunan dok an_pengamanan aset dari
aspek administrasi da Qe ‘ an-asset bertujuan untuk menjaga

aset daerah tidak berpinda C % gal serta memudahkan pihak
pemerintah daerah dalam melakukan pengelolaan lebih lanjut. Pengelolaan aset
bertujuan agar aset daerah dapat memberi manfaat, khususnya dari segi
pendapatan daerah. Sebagai contoh, penyewaan toko dan pasar milik daerah.
Pengamanan aset mutlak dilakukan dengan melengkapi aset dimaksud dengan
dokumen legal. Di samping itu, aset daerah merupakan kekayaan yang dapat

berperan sebagai jaminan pembangunan daerah.
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Ruang lingkup aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari Manajemen Keuangan dan secara umum terkait dengan administrasi
pembangunan daerah khususnya yang berkaitan dengan nilai aset, pemanfaatan
aset, pencatatan.nilai aset -dalam neraca..tahunan daerah, maupun dalam
penyusunan prioritas dalam pembangunan. Jika berbicara mengenai ruang lingkup
aset secara umum, Kita tidak terlepas'dari Siklus pengelolaan barang yang dimulai
dari perencanaannya Sampai penghapusan barang tersebut, pedoman pada
landasan yang terbaru yaitu Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 ini.

Pada dasarnya pengelolaan aset atau sumber apapun yang dimiliki oleh
daerah atau perusahaan mempunyai asas atau prinsip_yang sama. Karena tujuan
utamanya adalah bagaimana proses pengelolaan asset tersebut sesuai dengan
ketentuan yang berlaku dan hasilnya harus nyata dan di rasakan manfaatnya bagi
kehidupan dan‘ dan kemajuan rakyat. Oleh karena itu agar pengelolaan atau
manajemen pengelolaan kekayaan daerah dapat mencapai hasil yang diharapkan,
haruslah diterapkan . prinsip-prinsip manajemen modern. yang intinya adalah
adanya perencanaan yang matang, pelaksanaan yang tepat dan pengawasan yang
ketat.

Perencanaan yang matang, memerlukan syarat adanya kemampuan dan
kecermatan untuk melihat apa yang terjadi di masa lalu, apa yang dibutuhkan pada
saat ini serta perubahan dan perkembangan yang akan terjadi dimasa yang akan
datang. Dalam konteks pengelolaan kekayaan daerah maka idealnya harus ada
validasi data, pengetahuan dan kemampuan untuk mengukur apa dan berapa
potensi kekayaan yang dimiliki dan bagaimana perencanaan penggunaan sesuai

dengan kebutuhan saat ini dan dimasa yang akan datang. Dengan perencanaan
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yang matang, masyarakat akan terhindar dari pemborosan, dan tidak merugikan
generasi yang akan datang.
2.1.7. Konsep Inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD)

Dalam _melaksanakan... pengelolaan.« barang milik daerah yang
dimiliki/dikuasai oleh pemerintah daerah, dalam tugasnya memberdayakan segala
kemampuannya untuk meneapail “hasik: | yang diharapkan yakni tertibnya
pengelolaan barang milik daerah secara baik dan benar. Untuk itu kekuatan
internal berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pembiayaan harus
dimanfaatkan secara optimal mungkin. Disamping itu penerapan manajemen yang
efektif dan terkoordinasi yang didukung dengan aturan barang yang jelas dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menciptakan pekerjaan dan hasil
yang lebih baik pula.

Berdasarkan Peraturan_Menteri Dalam, Negeri Nomor 19 tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah menyatakan inventarisasi adalah
kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan
barang milik daerah. = Barang inventaris adalah seluruh barang yang
dimiliki/dikuasai oleh Pemerintah Daerah.yang penggunaannya lebih dari satu
tahun dan dicatat serta di daftar dalam Buku Inventaris. Agar Buku Inventaris
dapat digunakan sesuai dengan fungsi dan peranannya, maka pelaksanaannya
harus tertib, teratur dan berkelanjutan, berdasarkan data yang benar, lengkap dan
akurat sehingga dapat memberikan informasi yang tepat.

Barang Milik Daerah (BMD) adalah merupakan komponen yang penting
dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ketidakberesan dalam

pengelolaan BMD dapat menurunkan kualitas LKPD yang dapat mengakibatkan
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di diskualifikasi LKPD oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Oleh karena itu,

agar hal tersebut tidak terjadi maka perlu diadakan upaya-upaya Pemerintah

Daerah melaksanakan pembenahan di bidang Aset / BMD.

Barang m aera ebagai  salah . 1 rangka

penyelenggaraan peme E\ : S dikelola dengan

baik dan benar,ya ilirannya dapa judkan gelolaan barang yang
optimal.

Arifin, S tujuan yang ingin
dicapai dari proses milik negara sebagai
berikut.

1) Tertib administrasi barang milik/kekayaan negara.

2) Pemanfaatan atas kekayaan negara dapat dilaksanakan dengan optimal, efektif
dan efisien.

3) Bahan informasi yang dapat diandalkan kebenarannya yang dapat
meningkatkan efisiensi penggunaan kekayaan negara.

4) Mengetahui jumlah dan nilai barang serta sebagai bahan dalam penyusunan

laporan keuangan negara.
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5) Pengawasan atas kekayaan negara.
6) Sebagai bahan informasi untuk merencanakan, menganggarkan, mengarahkan

dan menentukan kebutuhan barang yang selanjutnya dapat dipakai sebagai

mempertahanka eningka f au kelanjutan dari
nilai dan ; perti ‘j ‘- ; -L :P_ ep HF en aset dalam
rangka pemberdayaan e iki' rue ) yang lebih luas.
Lingkup m

1) Inventarisasi as 3 . aspek yai arisasi fisik dan

luas an/ atau ¢ ‘ aspek legal terdiri
atas status lega .Q batasan dan waktu
penguasaan aset, ada atau ‘
2) Legal audit merupakan lingkup kerja manajemen aset yang berupa inventariasi
status penguasaan aset, sistem dan prosedur penguasaan atau pengalihan aset,
identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan strategi untuk

memecahkan berbagai permasalahan legal yang terkait dengan penguasaan

ataupun pengalihan aset.
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3) Penilaian aset, terdiri dari review hasil inventarisasi aset, inspeksi, penetapan
nilai sesuai kelompok aset, dan catatan aset tidak dapat dinilai dan aset

potensial.

analisis highest and

' S
QQ“\‘ .ﬁ ang dapat

aset, serta

pengem
Dal sahe i Si ; jaerah, khususnya
pelaksanaan isasi erdasarka : ri Dalam Negeri
Nomor 152 te Pe arang Daerah, dapat
dibagi menjadi aksanaan pencatatan, dan
kegiatan atau pelak dimaksud dipergunakan

1. Buku Induk Inventaris (BII).
2. Buku Inventaris (BI).
3. Kartu Inventaris Barang (KIB).
4. Kartu Inventaris Ruangan (KIR).

Dalam pelaksanaan pelaporan dipergunakan daftar sebagai berikut.
1. Daftar Rekapitulasi (jumlah barang hasil sensus, daftar mutasi barang).

2. Daftar Mutasi Barang.
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Selain faktor-faktor pengelolaan aset yang didasarkan pada teori atau
undang undang, pemerintah daerah penting juga untuk mempertimbangkan aspek

lain seperti aspek kebijakan pimpinan dan strategi. Aspek ini merupakan faktor

pemerintah dé G 1 at.bagi pemerintah

daerah.

2) Tahap Pendataan, dilaksanakan dengan menghitung jumlah barang,
meneliti kondisi barang, menempelkan label registrasi sementara pada
BMD vyang telah dihitung serta mencatat hasil inventarisasi pada kertas
kerja Inventarisasi. Adapun Dokumen atau sumber yang dilakukan dalam
tahap Pendataan ini yaitu Daftar Barang dan Buku Barang, Kartu Identitas
Barang, DBR dan DBL, Laporan Barang Milik Daerah Semesteran dan

Tahunan, Dokumen Kepemilikan BMD, Dokumen Pengelolaan dan
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Penatausahaan serta dokumen lainnya yang dianggap perlu. Tahap
Identifikasi meliputi kegiatan Pemberian Nilai BMD sesuai dengan
Standar Akuntansi Pemerintahan, mengelompokan barang dan memberi
kode barang sesual dengan penggolongan dan kodefikasi atas barang,
pengelompokan barang-barang berdasarkan kategori kondisi serta
melengkapi barang _dengan/ membandingkan data hasil inventarisasi
dengan data awal / dokumen sumber.

Tahap Pelaporan dilakukan dengan setiap penguasa dan pemegang barang
mengisi formulir KIB A untuk tanah, KIB B untuk mesin dan Peralatan,
KIB C untuk Gedung dan Bangunan, KIB D untuk Jalan, Irigasi dan
Jaringan, KIB E untuk aset tetap lainnya, KIBF untuk Kontruksi dalam
pengerjaan, Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan Bl atau Buku Inventaris.
Kegiatan ini dilanjutkan dengan penyusunan Daftar Barang Hasil
Inventarisasi (DBHI) yang telah di Inventarisasi berdasarkan data kertas
kerja dan hasil identifikasi, membuat surat pernyataan kebenaran hasil
pelaksanaan inventarisasi, menyusun laporan hasil inventarisasi, meminta
pengesahan atas laporan hasil inventarisasi BMD beserta DBHI dan Berita
Acara kepada Penanggung Jawab serta menyampaikan laporan hasil
inventarisasi beserta kelengkapannya.

Tahap Tindak Lanjut, dengan cara membukukan dan mendaftarkan data
hasil inventaris pada Buku Barang, Kartu Identitas Barang (KIB) dan
Daftar Barang Kuasa Pengguna, memperbaharui DBR dan DBL sesuai
dengan hasil inventarisasi yang telah ditetapkan oleh penanggung jawab,

menempelkan blangko label permanen pada masing-masing barang yang
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diinventarisasi. Untuk barang yang hilang atau tidak diketemukan akan

ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.8. Ulasan Karya

Beberapa ulasan karya telah penulis rangkum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel II.1. Ulasan Karya Manajemen SPengelolaan Barang Milik Daerah
Dalam Pelaksanaan lnventarisasi di/Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir

No Penulis Temuan Penelitian
1) (2) (©)

1 | Nanang Suparman & Pengelolaan aset pada DPPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat
Arumsekarsari Dasanova belum berjalan dengan baik, hal ini bisa dilihat dari 4 aspek
Sangadji (2018). manajemen asset yaitu: 1) Inventarisasi aset yang belum berjalan
Pengelolaan Aset Daerah dengan baik karena sensus barang daerah terhambat oleh tidak
Dalam Mewujudkan sinkron dan tidak lengkapnya data pada hampir setiap bendahara
Tertib Administrasi Pada pengelola barang daerah dengan data pada DPPKAD. 2) Legal
DPPKAD Kabupaten audit yang belum dilaksanakan secara optimal karena banyaknya
Seram Bagian Barat Provinsi | barang daerah yang perolehannya dari hibah pemerintah pusat
Maluku. tidak dicatat dan dilaporkan kepada DPPKAD. 3) Penilaian aset
Jurnal Kelola: Jurnal llmu yang belum selesai dilaksanakan oleh karena terhambatnya
Sosial, Vol.1, Ne. 2, Tahun pencairan dana untuk penyelenggaraan penilaian asset oleh
2018. pihak ketiga. 3) Optimalisasi aset yang tidak maksimal sehingga

minim manfaat bagi pendapatan daerah, serta 4) Pengawasan
dan pengendalian aset yang lemah karena tidak dilaksanakannya
system pengendalian intern pemerintah daerah. Keempat aspek
ini mengakibatkan tidak tertibnya administrasi pada Dinas
Pendapatan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah.

2 | Fitria Ayu Lestari Niu, Lintje |'Pengelolaan.aset daerah Kabupaten Bolaang Mongondow

Kalangi, Linda Lambey.
(2015). Analisis Pengelolaan
Aset Pemerintah Daerah
Kabupaten Bolaang
Mongondow. Jurnal llmu
Pemerintahan, Vol. 2, No. 1,
Tahun 2015.

dilaksanakan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 yang
meliputi proses perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan
pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan,
penatausahaan serta pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
Namun proses pemusnahan belum dilakukan karena pemerintah
daerah menilai bahwa belum ada barang milik daerah yang
memenuhi syarat untuk dimusnahkan. Kendala yang ditemui
dalam pengelolaan aset yaitu rendahnya kepatuhan aparatur
daerah, belum adanya peraturan daerah yang mengatur proses
pengelolaan aset daerah, inventarisasi aset yang belum efektif,
kompetensi sumber daya manusia yang belum memadai,
lemahnya komitmen pimpinan serta kurangnya sumber daya
dalam bentuk anggaran dan fasilitas dalam pengelolaan aset
daerah.
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No Penulis Temuan Penelitian

1) (2) (3)

3 | Fikha Kristy Bolendea, Penggunaan barang milik daerah pada Pemerintah Kota Manado
Ventje llat, dan Jessy sudah sesuai dengan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
Warongan. (2017). Namun dalam pelaksanaan penggunaan barang milik daerah
Analisis Penggunaan dan masih ada beberapa pihak yang belum menggunakan barang
Penatausahaan Barang Milik | tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penatausahaan
Daerah di.Pemerintah Kota - | barang milik daerah di-pemerintah Kota.Manado telah
Manado. Jurnal Riset dilaksanakan sesuai dengan Permendagri 19 Tahun 2016.
Akuntansi Going Concern
12(2), 2017, 1102-1112.

4 | Deissy Mokodompit, Pemerintah Kota Kotamobagu belum menerapkan standarisasi
Jenny Morasa, dan Jessy sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sehingga belum
Warongan. (2019). sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2007
Analisis Pengelolaan tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah dan
Barang Milik Daerah di Peraturan Daerah Kota Kotamqb_agu Nomor 4 tah_un 2004
Pemerintah Kota tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Pemeliharaan belum

. ada kesesuaian antara regulasi dengan pelaksanaan pemeliharaan

Kotamopagu_. Jurnal Riset barang milik daerah yang diakibatkan kelalaian para pengurus

Akuntansi Going Concern dan penyimpan barang di SKPD yang tidak melakukan

18(1), 2019, 1102-1112. pencatatan barang yang di pelihara ke dalam kartu pemeliharaan
barang. Proses penilaian barang milik daerah di Pemerintah Kota
Kotamobagu belum sepenuhnya dilaksanakan secara optimal,
karena terkendala dengan ada SKPD yang tidak rutin
menyampaikan aset yang rusak dan hilang jadi laporan keadaan
aset tidak menggambarakan kondisi yang sebenarnya. Proses
pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di
Pemerintah Kota Kotamobagu belum sepenuhnya dilaksanakan
secara optimal, karena terkendala dengan belum adanya gudang
yang memadai dalam penyimpanan barang. Proses penghapusan
barang milik daerah di Pemerintah Kota Kotamobagu belum
sepenuhnya dilaksanakan secara optimal, karena terkendala
dengan regulasi‘masih rancu antara Permendagri 17 tahun 2007
dan Permendagri 19 tahun 2016 karena masih butuh
penyesuaian. Pemerintah Kota Kotamobagu dalam hal
pengelolaan barang milik daerah belum sepenuhnya patuh atas
semua peraturan peraturan yang telah di tetapkan oleh
pemerintah, dibuktikan juga dengan adanya temuan BPK atas
pelaksanaan proses pengelolaan barang milik daerah diantaranya
proses Pemeliharaan dimana para pengurus dan penyimpan
barang lalai dalam administrasi tidak membuat kartu
pemeliharaan barang dan proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR)
banyak barang yang hilang seperti motor, laptop dan lain
sebagainya yang sudah di proses TGR akibat kelalaian dari para
pengguna barang.

5 | Adnan Hasyim. (2018). Pengelolaan barang milik daerah pada DPKA Kabupaten

Fungsi Inventarisasi

Pandeglang belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini
meliputi aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran,
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No

Penulis

Temuan Penelitian

€))

)

@)

Barang Milik Daerah
Dalam Rangka tertib
administrasi Pada Dinas
Pengelolaan
Keuangandan aset
Kabupaten Pandeglang.
Jurnal Kapenda: Kajian
Administrasi dan

12, No. 7, Maret 2018,
ISSN: 1979 — 5343.

Pemerintahan Daerah, \Vol.

pengadaan, penerimaan dan penyaluran, penggunaan,
penatausahaan, pengamanan dan pemeliharaan, pemanfaatan,
penilaian, dan penghapusan barang milik daerah yang kurang
sesuai dengan kebutuhan organisasi, sehingga menimbulkan
inefisiensi dan kemubaziran. Pengelolaan barang milik daerah
oleh DPKA Kabupaten Pandeglang yang belum sepenuhnya
terlaksana dengan baik dihadapkan beberapa kendala dibidang
organisasi, sumberdaya aparatur, aturan dan praktek manajemen
pengelolaan barang yang belum sesuai dengan aturan yang ada.

Cicilia Apriliana Tungga.
(2020).

Analisis Inventarisasi Aset
Milik Pemerintah Daerah
Kabupaten Rote Ndao Tahun
2019. Journal of
Management (SME’s) Vol.
12, No.2, 2020, p135-148.

Persepsi responden mengenai tingkat kepentingan inventarisasi
aset di Kabupaten Rote Ndao menunjukkan bahwa dari 3
variabel (Pendataan, Pencatatan dan Pelaporan Aset) yang
dijabarkan menjadi 16 pertanyaan atau dapat dikatakan sebagai
faktor tingkat kepentingan, semuanya dinilai sangat penting.

Sumber: Ulasan.Karya Tahun 2015-2019

2.2.

Kerangka Pemikiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang pedoman

Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa proses penatausahaan

adalah kegiatan yang meliputi pembukuan, inventaris dan pelaporan barang milik

daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembukuan adalah kegiatan

pendaftaran dan pencatatan ke dalam daftar barang yang ada pada pengguna

barang dan pengelola barang. Maksud dari pembukuan ini adalah agar semua

barang yang berada dalam penguasa pengguna barang dan yang berada dalam

pengelolaan barang tercatat dengan baik. Pengguna barang dalam melakukan

pendaftaran dan pencatatan sesuai dengan Kartu Inventaris Barang (KIB).
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Penatausahaan menghasilkan dokumen yang digunakan sebagai bukti
untuk mencatat transaksi dalam proses akuntansi meliputi semua dokumen yakni
semua barang yang dibeli atau diperoleh atas Beban Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) atau berasal dari.perolehan lainnya yang sah, yang berada dalam
penguasaan Kkuasa pengguna barang/pengguna barang dan berada dalam
pengelolaan barang.

Inventarisasi aset dilakukan oleh pemerintah daerah agar aset-aset yang
dimiliki dapat dikelola dengan baik dan benar serta sebagai acuan untuk
dilakakukannya penilaian. Salah satu tujuan dari penilaian aset daerah adalah
untuk kepentingan penyusunan neraca pemerintah dan laporan arus kas. Neraca
dan laporan arus kas tersebut merupakan bentuk laporan bagi pemerintah daerah,
yang di dalamnya mampu memberikan informasi mengenai kekayaan yang
dimiliki oleh daerah. Laporan pertanggungjawaban daerah yang akuntabel dan
transparan kepada masyarakat publik tertuang dalam neraca.

Terjadinya penyalahgunaan BMD atau penggunaan BMD vyang tidak
efisien di SKPD pada umumnya disebabkan oleh rendahnya motivasi pemakai
BMD. Rendahnya rasa memiliki_terhadap. BMD serta kurangnya pengetahuan
terhadap BMD yang digunakan adalah penyebab utama dengan menciptakan
pemahaman bahwa penggunaan BMD yang optimal, efektif dan efisien dapat
meningkatkan kinerja keuangan daerah, yang secara tidak langsung akan
berdampak kepada kesejahteraan pelayanan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka kerangka pemikiran manajemen
pengelolaan Barang Milik Daerah dalam pelaksanaan inventarisasi di Kantor

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir dapat digambarkan sebagai berikut:
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Gambar I1.1. Kerangka Pemikiran Manajemen Pengelolaan Barang Milik
Daerah Dalam Pelaksanaan Inventarisasi di Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
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Sumber: Modifikasi Penulis, 2021
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OBJEK DAN METODE PENELITIAN

sebelumnya masih ada terdapat d

3.2.  Metode Penelitian

Tipe penelitian ini adalah penelitian kualitatif, dimana menurut Creswell
(2010:4) merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna
yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari

masalah sosial atau kemanusiaan. Secara holistik, dan dengan cara deskripsi

50
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dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan
dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Alasan menggunakan metode

kualitatif karena dalam penelitian ini akan mengkaji manajemen pengelolaan

Sugiyono (201€ elitian | > sosial dimana
peneliti la g mengam ra mendala rang yang ada

pada suatu

3.4. Info
Dala ia alite ; eli ah orang yang
berpartisipasi kondisi ataupun
salah serta terlibat
langsung dalam permasala giyono, 2016:34). Informan

penelitian ini adalah:
1) Informan kunci
Informan kunci adalah orang-orang yang dianggap memiliki informasi
penting dan krusial serta terlibat secara langsung terkait dengan topik

permasalahan yang diteliti.
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2) Informan pendukung

Informan pendukung adalah orang-orang yang dianggap memiliki

informasi tambahan dan sifatnya dapat mendukung data serta terlibat

No

1)

1 ,

2 an pendukung
3 an pendukung
4 an pendukung

-

rman pendukung

for
4
el




53

3.5. Instrumen Penelitian

Tabel 111.2 : Instrumen Penelitian Manajemen Pengelolaan Barang Milik
Daerah Dalam Pelaksanaan Inventarisasi di Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

kan data barang
@9 an data barang

kekayaan
mencakup

e
g
8
3
>
A
o

perencanaa
kebutuhan

g jumlah barang
ndisi barang
an label registrasi

nilai BMD
pokan kondisi barang
kode barang sesuai

membaharu dan kodefikasi

%‘%gg'

menghapu < lan Berita Acara

u‘l’ sasi BMD

iy disay yejepe il udwnyo(]

A sampai dengan KIB F

Pembukuan dan pendaftaran

data hasil inventaris pada Buku

Barang, Kartu ldentitas Barang

dan Daftar Barang Kuasa

Barang Pengguna

- Memperbarui DBR dan DBL
sesuai hasil inventarisasi

- Menempel blangko label
permanen masing-masing
barang

nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag
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3.6.  Jenis dan Sumber Data
Data penelitian ini terdiri dari data primer dan sekunder, yaitu sebagai
berikut:

1)

2)

pendukung atau data yang diperoleh dari Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir yang sifathya mendukung data primer seperti Data
inventaris barang milik daerah, Peraturan Daerah, profil Rokan Hilir dan

lain-lain yang sifatnya terpublikasikan.
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Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut:

1)

2)

5 gumpulan data

selalu dengan

en, literatur dan

wawancara testruktur (peneliti telah mengetahui dengan pasti informasi
apa yang akan diperoleh sehingga peneliti menyiapkan instrumen
penelitian berupa pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah
disiapkan), wawancara semi terstruktur (pelaksanan wawancara lebih

bebas, dan bertujuan untuk menemukan pemasalahan secara lebih terbuka
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dimana responden dimintai pendapat dan ide-idenya), yang ditujukan
kepada informan.

3) Kepustakaan

4)
an data dengan
aik dokumenter
dan elektronik.
n penelitian yang
berlangsung.
3.8.

Teknis analisa yang dig alam penelitian ini adalah analisis
deskriptif kualitatif. Teknik analisa data ini menguraikan, menafsirkan dan
menggambarkan data yang terkumpul secara sistemik dan sistematik. Untuk
menyajikan data tersebut agar lebih bermakna dan mudah dipahami adalah

menggunakan interactif model dari Miles dan Huberman (dalam Sugiyono,

2016:49).
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Model ini dilaksanakan melalui 3 prosedur yaitu: reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan.

1) Reduksi Data

atan perhatian pada

umw\‘ 'g.‘
| i

3)

Q@ akhirnya setiap jawaban
akan diambil suatu ‘ adi benang merah diambilnya
kesimpulan penelitian ini.

Menurut Yusuf (2015:93) validasi keabsahan terhadap peneliti sebagai
instrumen meliputi validisasi terhadap pemahaman metode penelitian kualitatif,
penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti, kesiapan peneliti untuk
memasuki obyek penelitian, baik secara akademik maupun logistiknya. Yang

melakukan validasi adalah peneliti itu sendiri, melalui evaluasi diri seberapa jauh
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pemahaman terhadap metode penelitian kualitatif, penguasaan teori dan wawasan
terhadap bidang yang diteliti, serta kesiapan dan bekal memasuki lapangan.
Peneliti sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian,

memilih informan

o

temuann

&=
’
7,
&
&
"
" |
”
?
¢

_
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

pala Negeri yang
&

bertanggu ama didirikan

Belanda di 1980. Setelah
Bagansiapia embang pesat,

maka Belan a Bagansiapiapi

SRR NAVAES
b3 CUYY

\
D
5
)
)
=3
)
=3
Q
c
S
>

pada tahu etelah  Belanda
membangun
mengimbangi

usai. Setelah

s
¥
'l .“

Bekas wilayah keweda

Kabupaten Bengkali <

N o

piapi yang terdiri dari Kecamatan
Tanah Putih, Kubu dan Bangko serta kecamatan Rimba Melintang dan Kecamatan
Bagan Sinembah kemudian pada tanggal 4 Oktober 1999 ditetapkan oleh
Pemerintah Republik Indonesia sebagai Kabupaten Baru di Provinsi Riau sesuain
dengan Undang-undang Nomor 53 tahun 1999. Selanjutnya dengan Undang-
undang Nomor 34 Tahun 2008 ditetapkan Bagansiapiapi sebagai Ibukota

Kabupaten Rokan Hilir.
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4.1.2. Geografis Kabupaten Rokan Hilir
Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau

Sumatera antara 1014'-2030' LU dan 100016'-101021' BT. Luas Wilayah

dengan lua
Batas-b

1. - a berbats denga SU dan Selat

3.

4,
ratur udara berkisar
antara 22 derajat celcius % ajat.ecelcius. Musim kemarau di
daerah ini umumnya terja . ada an..Februari sampai dengan Agustus,

sedangkan musim penghujan terjaid pada bulan September sampai dengan Januari

dengan jumlah hari hujan pada tahun 2017 rata-rata 149 hari.
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Tabel 1V.1. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rokan HilirTahun 2020

No Kecamatan Ibu Kota Kecamatan | Luas Wilayah
(km?)
@) 2 @) (4)
1 | Tanah.Putih Sedinginan 1.915,23
2 | Pujud Pujud 984,90
3 | Tanah Putih Tanjung Melawan Melayu Besar 198,39
4 | Rantau Kopar Rantau Kopar 231,13
5 | Tanjung Medan Tanjung4viedan -
6 | Bagan Sinembah Bagan Batu 847,35
7 | Simpang Kanan Simpang Kanan 445,55
8 | Bagan Sinembah Raya Bagan Sinembah Raya -
9 | Balai Jaya Balai Jaya -
10 | Kubu Teluk Merbau 385,36
11 | Pasir Limau kapas Panipahan 669,63
12 | Kubu Babussalam Rantau Panjang Kiri 675,70
13 | Bangko Bagansiapiapai 475,26
14 | Sinaboi Sianboi 335,48
15 | Batu Hampar Bantayan 284,31
16 | Pekaitan Pedamaran 465,30
17 | Rimba Melintang Rimba Melintang 235,48
18 | Bangko Pusako Bangko Kanan 732,52
Jumlah 8.881,59

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2021

Berdasarkan tabel di atas, tampak bahwa Kecamatan Tanah putih dengan

Ibu Kota Kecamatan sedinginan menjadi kecamatan paling luas dengan total luas

wilayah mencapai 1.915,23 sedangkan Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan

dengan Ibu Kota Kecamatan Melayu Besar menjadi kecamatan paling kecil

dengan total luas wilayah hanya mencapai 198,39

4.1.4. Kependudukan Kabupaten Rokan Hilir

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2020
sebanyak 637.161 jiwa yang terdiri atas 327.243 jiwa penduduk laki-laki dan

309.918 jiwa penduduk perempuan. Dibandingkan dengan sensus penduduk tahun
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2010, penduduk Kabupaten Rokan Hilir tahun 2020 mengalami pertumbuhan
sebesar 1,38 persen. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2020
penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 106 Kepadatan
penduduk di Kabupaten Rokan. Hilir tahun.2020 mencapai./2 jiwa/km2 dengan
rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 18
kecamatan cukup beragam _dengan’ kepadatan .penduduk tertinggi terletak di
Kecamatan Bangko dengan kepadatan sebesar 166 jiwa/km2 dan terendah di
Kecamatan Rantau Kopar sebesar 29 jiwa/Km2.

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun
2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1V.2. Luas Wilayah Kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2020

No Kecamatan Jumlah Penduduk | Kepadatan per
(jiwa) (km?)
1) ) ®) (4)
1 | Tanah Putih 69.150 36
2 | Pujud 33.954 34
3 | Tanah Putih Tanjung Melawan 14. 628 74
4 | Rantau Kopar. 6. 592 29
5 | Tanjung Medan 36. 282 -
6 | Bagan Sinembah 69. 825 82
7 | Simpang Kanan 24,821 56
8 | Bagan Sinembah Raya 20. 150 -
9 | Balai Jaya 53. 404 -
10 | Kubu 25. 616 66
11 | Pasir Limau kapas 37. 258 56
12 | Kubu Babussalam 23. 836 35
13 | Bangko 78.742 166
14 | Sinaboi 18. 373 55
15 | Batu Hampar 9. 448 33
16 | Pekaitan 15. 858 34
17 | Rimba Melintang 37. 624 160
18 | Bangko Pusako 61. 600 84
Jumlah 637.161 72

Sumber: BPS Kabupaten Rokan Hilir, 2021
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4.2. Gambaran Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
Mengacu pada Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Mengacu pada Peraturan Bu ilir Nomor 41 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Rokan Hilir maka struktur organisasi dapat dilihat pada

gambar sebagai berikut:



Gambar IV.1. Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
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Berdasarkan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 41 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Rokan Hilir Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris

termasuk dalam bidang Asisten Administrasi Umum.
1. Asisten Administrasi Umum

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah
dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan
administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan pembinaan Organisasi dan

Ketatalaksanaan, KeHubungan Masyarakatan dan Keprotokolan, sertatata usaha

65



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

66

pimpinan dan dukungan penyelenggaraan pemeritahan daerah serta Perangkat
Daerah yang melaksanakan urusan penunjang bidang Kepegawaian, Pendidikan

Dan Pelatihan Serta Keuangan serta Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi

~ g
F 4

b. sanaa i elengg a as_d program Perangkat

d. yang meliputi
_bidang organisasi dan
dan keprotokolan, serta
e.  pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan

bidang tugasnya.

2. Bagian Umum
Bagian umum mempunyai tugas menyiapkan perumusan Kkebijakan,
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi

program kegiatan dan penyelenggaraan Pembinaan Teknis, Administrasi
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dan Sumber Daya, Urusan Rumah Tangga, Administrasi Keuangan dan
Perlengkapan serta kepegawaian Sekretariat Daerah. Untuk melaksanakan

tugas tersebut, Bagian Umum mempunyai fungsi:

ariat Daerah;

urusan rumah

Sub Bagian Rumah Tangga

Kepala Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas:

a. memfasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Sub
Bagian Rumah Tangga;

b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Rumah Tangga;
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c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian
Rumah Tangga;

d. memfasilitasi pembinaan Sub Bagian Rumah Tangga;

uan rapat dan

gkup Sekretariat

dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan

Kepala Sub Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan mempunyai
tugas:

a. memfasilitasi perumusankebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Sub

Bagian Administrasi Keuangan dan Perlengkapan;
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b. merencanakan kegiatan Sub Bagian Administrasi Keuangan dan
Perlengkapan;

c. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian

dan Perlengkapan;

j.  melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan olehPimpinan sesuai

dengan bidang tugasnya.
Sub Bagian Kepegawaian

Kepala Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas:
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memfasilitasi perumusan kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Sub

Bagian Kepegawaian;

merencanakan kegiatan Sub Bagian Kepegawaian;

hadir pegawai dan laporan kepegawaian lainnya di lingkungan
sekretariat Daerah;

memproses permohonan Kartu Pegawai (Karpeg), Tabungan Pensiun
(Taspen), Kartu Istri (Karis)/Kartu Suami (Karsu) dan administrasi
kepegawaian lainnya serta mengusulkan kenaikan pangkat, kenaikan

gaji berkala, mutasi promosi, pensiunan, Ujian Dinas Pra Jabatan, 1zin
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Belajar, Tugas Belajar, dan usulan kepegawaian lainnya di lingkungan
Sekretariat Daerah;

I.  melakukan monitoring dan evaluasi Sub Bagian Kepegawaian;

Mengacu

kedudukan,

Keuangan

dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Badan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bidang Pengelola Aset Daerah mempunyai fungsi :

a. penyusunan program dan petunjuk pelaksanaan di bidang

penyelenggaraan pengelolaan aset daerah;
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pelaksanaan administrasi dan akuntansi aset daerah dan pemberian izin

penggunaan aset daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang

berlaku;

penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah;
mengumpulkan bahan petunjuk pelaksanaan koordinasi, pembinaan,
perencanaan, penatausahaan, inventarisasi, pengamanan dan akuntansi
aset daerah;

melaksanakan koordinasi pembinaan, perencanaan, penatausahaan,

inventarisasi, pengamanan dan akuntansi aset daerah;
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d. mensistematisasikan laporan penatausahaan, inventarisasi, dan laporan

akuntansi aset daerah;

e. mengumpulkan bahan pemantauan, dan evaluasi inventarisasi dan

4.3. Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Pelaksanaan
Inventarisasi di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1
merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang
milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga

apabila penatausahaan tidak sesuai dengan prosedur yang ada maka akan
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mengakibatkan laporan asset Negara/daerah tidak sinkron dengan laporan
keuangan.

Dalam proses pengelolaan barang milik Daerah di Kabupaten Rokan Hilir
pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset.Daerah (BPKAD) Kabupaten Rokan
Hilir sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsinya, dalam proses
pengelolaan barang milik daerah-mempunyaisdua peran yakni sebagai pembantu
pengelola barang milik daerah dan sebagai satuan kerja perangkat daerah.

Tabel Pelaksana Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten
Rokan Hilir. Pengelolaaan barang daerah pada lingkup unit kerja dilakukan oleh
Kepala Unit Kerja yang dibantu oleh Pemegang Barang dan Pengurus Barang.
Pemegang Barang bertugas menerima, menyimpan, dan mengeluarkan barang
daerah yang ada dalam pengurusannya atas perintah Kepala Unit Kerja sebagali
Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Barang Daerah” Sekretaris Daerah
selaku Pembantu Pemegang Kuasa Barang Kepala Bagian Perlengkapan selaku
Pembantu Kuasa Barang Kepala Unit Kerja selaku Penyelenggara Pembantu
Kuasa Barang Pengurus Barang Pemegang Barang Penyelenggara Pembantu
Kuasa Barang.

Sedangkan Pengurus Barang bertugas mengurus pemakaian barang daerah
dalam lingkungan unit kerja. Pengurus Barang unit/satuan kerja merupakan aparat
atau petugas pelaksana inventarisasi barang milik daerah. Pengurus Barang
unit/satuan kerja yang ada di Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir memiliki tugas
dan fungsi rangkap sebagai Penyimpan/Pemegang Barang. Rangkap tugas dan

fungsi ini jelas akan melemahkan sistem pengendalian intern dikarenakan tidak
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adanya pemisahan tugas dan fungsi antara sistem pencatatan dan penyimpanan

barang.

Perhatian dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal peningkatan

lemahnya

unit/satuan

berpedoma

asas-asas be

masing-masing;
b. Asas kepastian hukum, vyaitu pengelolaan barang milik daerah
harusdilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan;
c. Asas transparansi, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus

transaparanterhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang

benar;
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d. Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik daerah diarahkan agar
barangmilik daerah digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan
yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan
fungsi pemerintahan secara.optimal;

e. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik daerah
harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat;

f. Asas Kkepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik daerah harus
didukungoleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka
optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik daerah serta
menyusun neraca pemerintahan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Rokan Hilir Nomor 43 Tahun 2021 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 4 Tahun
2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, pasal 243 ayat (1) Pengelola
Barang melakukan penatausahaan atas pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada
pada Pengelola Barang. (2) Pengguna Barang melakukan penatausahaan atas
pelaksanaan KSPI atas BMD yang berada pada Pengguna Barang.

Keputusan  Sekretariat = Daerah “Kabupaten Rokan Hilir Nomor:
050/0RG/2019 tentang revisi rencana strategis Sekretariat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir Tahun 2016-2021 menyebutkan keuangan dan aset daerah merupakan
salah satu modal utama dalam penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu
manajemen keuangan dan aset daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam
pencapaian keberhasilan pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan

aset daerah lebih diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada
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intinya diarahkan pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih
berorientasi kinerja (Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).
Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)merupakan
bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good governance di daerah.
Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah menata sistem pembiayaan,
sistem penganggaran, dan sistemakuntansi serta sistem pemeriksaan. Tuntutan
pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah agar pengelolaan dana masyarakat
(public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value for
money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).

Manajemen pengelolaan barang milik daerah adalah suatu ilmu dan seni
untuk memandu pengelolaan kekayaan yang mencakup proses perencanaan
kebutuhan aset, mendapatkan, inventarisasi, legal audit, menilai, mengoperasikan,
memelihara, membaharukan-atau menghapuskan, hingga mengalihkan aset secara
efektif dan efisien (Beni Pekei, 2016:127). Adapun dalam hal ini terdiri dari tahap
persiapan, tahap pendataan, tahap pelaporan, dan tahap tindak lanjut.

4.3.1. Tahap Persiapan

Adapun mekanisme dan prosedur pelaksanaan inventarisasi BMD diawali
dengan tahap Persiapan yang dimulai dengan diterbitkannya Surat Keputusan
Bupati Rokan Hilir tentang pelaksanaan Inventarisasi. Dalam Surat Keputusan
tersebut ditetapkan struktur organisasi, nama-nama tim inventarisasi BMD beserta
tugas-tugasnya termasuk didalamnya penunjukan kepala SKPD/ Sekretaris/
Kasubag Umum Kepegawaian sebagai Penanggung Jawab Tim Inventarisasi yang

berada di unit nya.
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Selanjutnya dilakukan pencetakan kertas kerja KIB A sampai dengan KIB F
pembaharuan KIR, meneliti data barang, pencocokan data barang, pengkoreksian

data barang inventaris berdasarkan KIB tahun sebelumnya.

- mulai dari

tahun-tahun

g-masing KIB

i setiap jenis

ukuran kertas untuk mencatat inventarisasi. KIB terdiri dari :
o KIB A merupakan kartu inventaris yang dipakai khusus untuk menuliskan
data barang berupa tanah (misalnya luas tanah, kepemilikan, tahun

pengadaan, dan sebagainya)
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KIB B dipakai untuk menuliskan data inventaris berupa peralatan dan mesin

(misalnya peralatan laboratorium di sekolah, mesin fotokopi jikalau ada, dan

sebagainya)

No. Kode Lokas!

dan lain-

g inventarisasi aset

sebagai berikut:

No
Uex

Kode Barang

il

2 3

&

Torso
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Kantor Sekretariat Daerar{“l‘(abupaten Rokan Hilir, 2021
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Pada KIB ini terlebih dahulu diisikan nomor kode lokasi pada sudut Kiri
atas. KIB ini dipergunakan untuk mencatat alat-alat besar darat, alat-alat besar
apung. Alat-alat bantu, alat angkutan darat bermotor, alat angkutan darat tak
bermotor, alat angkut apung-bermotor, alat-angkut apung tak bermotor, alat
angkut bermotor udara, alat bengkel, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga,
alat studio, alat kedokteran, alat.laboratorium,dan lain-lain sejenisnya.

2)  Pembaharuan KIR

Kartu Inventaris Ruangan (KIR) adalah kartu untuk mencatat barang-
barang inventaris yang ada dalam ruangan kerja. Kartu inventaris ruangan ini
merupakan daftar nama-nama barang milik pemerintah daerah yang dibeli,
dirawat dan dipertanggungjawabkan pengelolaannya kepada unit kerja tertentu.
Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didapatkan hasil wawancara sebagali
berikut:

“Untuk kartu inventaris ruangan itu memang harus diperbaharui
setiap waktu Hal ini disebabkan karena KIR ini berfungsi untuk melihat apa
saja sarana dan prasarana yang ada dalam suatu ruangan di dalam kir ini
berkaitan dengan jumlah sesuai kondisi yang ada. Ya memang kami akui,
KIR ini masih banyak yang kosong.dan tidak diisi tapi ya karena aset
sekretariat daerah belum diserahkan sepenuhnya kepada kantor sekretariat
daerah yang baru/ kantor bupati yang baru maka dari itu kesulitan mendata
asset atau barang yang sudah ada sebelumnya karena sebagian sebelumnya
masih ada terdapat di kantor bupati yang lama” (Wawancara Kasubag

Perlengkapan, Tanggal 13 November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui pembaharuan KIR

bertujuan untuk mempermudah pengecekan kelengkapan barang yang tersedia,



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

81

memudahkan untuk perencanaan pengadaan barang baru, mendukung

kelengkapan administrasi saat dilaksanakan audit inspektorat tingkat

kabupaten/kota.
3)
| jawaban
sebagai
ada/tidaknya.
an, sehingga

arui itu pada

L

laptop printer
) Rokan Hilir,

eliti data barang

WEAEN

4)  Pencocokan data barang

Mencocokan, meneliti dan melengkapi spesifikasi data barang milik daerah
yang tereantum dalam KIB | Buku Inventaris | KIR (data audited) sesuai dengan
kenyataan fisik barang yang sebenarnya (apabila terdapat ketidaksesuaian data

spesifikasi barang).
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Berdasarkan hasil wawancara terkait pencocokan data barang ini didapatkan
hasil sebagai berikut:

“Kalau disini itu cara mencocokkan data barang harus dilihat dulu

digunakan yaitu dengan

cara penco isi fisik barang
di seluruh annya terhadap
barang-bar : . tercatat ke d ar * formulir  hasil

inventarisas Barang Daerah

formulir hasil

milik daerah dengan kondisi maupun keberadaan fisik barang milik daerah, hal ini
dapat dilakukan apabila pengurus barang SKPD telah melakukan penatausahaan
barang milik daerah sekurang-kurangnya dengan menyelenggarakan pencatatan
dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR) dan/atau
Buku Inventaris (Bl). Bagi SKPD/unit kerja/unit pengguna barang baru yang

belum menyelenggarakan penatausahaan barang milik daerah, pencocokan data
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dilakukan antara Berita Acara Serah Terima (BAST) barang milik daerah dari
SKPD lama kepada SKPD baru dengan keberadaan fisik barang milik daerah.

Apabila BAST barang milik daerah dari SKPD lama kepada SKPD baru tidak

tersedia, maka sen yarang dilaksa dene ng dan mencatat fisik
barang orm KIB B
ini.
5)
s berdasarkan
KIB tahun
enting, karena
IB baru yang
kalau KIB lama
B yang baru ini.
asarkan KIB tahun
engurus Barang,
pat barang milik daerah
yang belum tercatat dala pengadaan baru, mutasi dari

SKPD lain, dan hibah, bantuan atau angan pihak lain, maka barang tersebut
dicatat ke dalam Kelompok KIB B sebagai informasi tambahan data, yang
nantinya akan ditindaklanjuti oleh Tim Inventarisasi/ Sensus Barang Milik Daerah

di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir.
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4.3.2. Tahap Pendataan

Setelah tahap persiapan selesai dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang
meliputi tahap pendataan, tahap identifikasi, tahap pelaporan dan tahap tindak
lanjut. Tahap Pendataan dilaksanakan dengan.menghitung jumlah barang, meneliti
kondisi_barang, menempelkan label registrasi sementara pada BMD. yang telah
dihitung serta mencatat hasil_inventarisasi‘pada kertas kerja Inventarisasi. Adapun
Dokumen' atau sumber yang dilakukan dalam tahap Pendataan ini yaitu
Menghitung jumlah barang, Meneliti kondisi barang, Menempelkan label
registrasi sementara, Pemberian nilai BMD, Pengelompokan kondisi barang,
Pemberian kode barang sesuai golongan dan kodefikasi.

Dalam melaksanakan pengelolaan barang milik daerah yang dimiliki/
dikuasai oleh pemerintah daerah, dalam tugasnya memberdayakan segala
kemampuannya  untuk. mencapai hasil yangs diharapkan  yakni tertibnya
pengelolaan barang milik daerah secara baik dan benar. Untuk itu kekuatan
internal berupa sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, pembiayaan harus
dimanfaatkan secara optimal mungkin. Disamping itu penerapan manajemen yang
efektif dan terkoordinasi yang didukung dengan aturan barang yang jelas dalam
melaksanakan tugas dan kewajibannya akan menciptakan pekerjaan dan hasil
yang lebih baik pula. BPKAD Rokan Hilir sebagai satuan organisasi yang juga
sebagai pengguna barang milik daerah bertugas membina dan mengkoordinir
pengelolaan barang milik daerah. Akan tetapi dalam proses pengelolaannya sangat
ditentukan adanya kerangka kerja yang dapat memadukan pikiran, konsepsi,

tindakan dan ketrampilan seluruhaparatur pelaksana yang ada. Dalam kerangka



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

85

itulah maka BPKAD Rokan Hilir sebagai satuan organisasi perangkat daerah
dalam melaksanakan proses pengelolaan barang milik daerah secara efektif masih

dijumpai adanya kendala-kendala sebagai berikut yakni; organisasi, sumber daya

ariat Daerah

Strik, materai,

ini) peralatan

perkantoran,

keseluruhan yang sudah di atur dalam peraturan perundangan yang ada sehingga
mengikuti prosedur baku dalam pengelolaan manajemen aset tersebut. Klasifikasi
serta pengkodean barang. Klasifikasi aset, Aturan pembukuan dapat ditemukan di
Bagian Satu tentang pembukuan. Inventarisasi adalah kegiatan mengumpulkan

data, berkas dan juga mencatat dan melaporkan hasil pendataan BMD secara
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terbuka dan sesuai mekanisme yang ada. Aturan inventaris terdapat di Bagian
Kedua tentang Inventaris.

Sumber daya dalam tahapan pendataan inventarisasi aset sangat penting
perannya. Hal inicdisebabkan-karena sdm_merupakan salah satu faktor penting
dalam pelaksanaan pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat berfungsi
dengan baik untuk intansi-intansi-terkait, karena bagaimanapun baiknya kebijakan
atau program itu dirumuskan (telah memenuhi kejelasan perintah, konsisten dalam
penyampaian perintah dan arahan informasi) tanpa ada dukungan sumber daya
yang memadai, maka kebijakan mengalami kesulitan dalam pengelolaannya.
Sumber daya diposisikan sebagai input dalam organisasi sebagai suatu sistem
yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis dan teknologis. Secara
ekonomis, sumber daya berkaitan dengan biaya atau pengelolaan langsung yang
dikeluarkan oleh organisasiyang merefleksikany nilai- atau~kegunaan potensial
dalam transformasinya kedalam output. Sedang secara teknologis, sumber daya
berkaitan dengan kemampuan transformasi dari organisasi.

a.  Menghitung jumlah barang

Hasil inventarisasi/sensus -barang daerah dituangkan dalam Form Kertas
Kerja KIB B berdasarkan hasil pencacahan, pencocokan dan cek fisik dan
keberadaan barang.

Berdasarkan wawancara terkait menghitung jumlah barang didapatkan hasil
wawancara sebagai berikut:

“Untuk pendataan itu memang benar, harus dihitung jumlahnya,
kondisinya, penempelan lagel registrasi sementara, pemberian nilai,

pengelompokan kondisi, pemberian kode barang sesuai golongan dan
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kodenya. Petugas sensus sangat diharapkan bisa memperhatikan adanya

beberapa data yang perlu dilengkapi dalam Kertas Kerja KIB sebagaimana

data yang dibutuhkan dalam Form Kertas Kerja KIB B karena kelengkapan
data akan mempengaruhi kelancaran proses input hasil inventarisasi/sensus

barang daerah.” (wawaneara Kepala Bagian Umum, 41 November 2021).

Berdasarkan hasil observasi sebagai contoh dalam KIB B (Peralatan dan
Mesin) terdapat peralatan..kantor jenis barang mesin tulis manual merk olivety
tahun pembuatan 1990 dengan harga perolehan Rp.900.000,00 sedangkan
kenyataan yang ada sekarang barang tersebut tidak ada, maka dalam kolom
keterangan diisi sebab-sebab barang tersebut tidak diketemukan/ hilang, dan data
dalam KIB dicoret dengan tinta warna merah. Data-data barang dalam KIB yang
dicontreng dengan tinta merah selanjutnya akan dipindahkan ke dalam form aset
Lain-lain oleh Tim Inventarisasi/Sensus Barang Milik Daerah. Apabila barang
yang tercatat dalam Kartu Anventaris_Barang,' Buku Inventaris atau Kartu
Inventaris Ruangan sesuai dengan fisik barangnya beri tanda contreng (v') pada
nomor urut dalam Kertas Kerja KIB tersebut.

Tetapi hal ini tidak dilakukan mengingat masih minimnya komitmen
petugas inventarisasi BMD untuk menyelesaikan permasalahan inventarisasi yang
terus-menerus terjadi. Hal ini mengindikasikan Pelaksanaan Inventarisasi di
Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir khususnya dalam perhitungan
jumlah barang masih belum dapat disusun secara rinci.

b.  Meneliti kondisi barang
Hasil wawancara meneliti kondisi barang didukung oleh Kepala Bidang

Aset BPKAD Rokan Hilir sebagai berikut:



88

“yang paling sering bermasalah dalam pendataan ini sebenarnya
banyak. Cuman karna pergantian kantor kemarin yang paling banyak
menyita perhatian kami adalah pada bagian peralatan. Ya karena sumber
daya kurang, jadi sulit juga.” (Wawancara Kepala Bidang Aset BPKAD
Rokan Hilirgtanggal 18 Nevember 2021):

Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa pendataan
memang masih menggunakan-data catatan lama KiB B maupun KIR, namun saat
ini kondisi di lapangan menunjukkan banyak barang yang fisiknya ada tetapi tidak
tercatat, dan juga banyak barang yang fisiknya tidak ada namun tercatat. Selain itu
tidak adanya kondisi barang juga menyebabkan pengadaan sulit dilakukan,
pengadaan di Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir terkesan tidak mengacu
pada kebutuhan yang ada, sehingga dapat mempengaruhi penurunan kinerja
pengleola BMD itu sendiri. Faktor sumber daya juga sangat penting dalam
pelaksanaan inventarisasi aset ini.

Hasil observasi penulis pada KIB B Peralatan dan Mesin di Kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang penulis amati catatannya
sangatlah sederhana, tidak ada catatan mengenai_merk/tipe, ukuran, kode barang,
kondisi (B=baik, RR= rusak ringan,.dan-RB = rusak berat). Tidak ada catatan
mengenai satuan, kode barang, bahkan data jumlahnya juga tidak dicatat.

c.  Menempelkan label registrasi sementara

Label registrasi sementara yaitu berupa sticker yang diisi nomor sesuai
kodefikasi barang meliputi kode lokasi dan kode barang daerah, sticker tersebut
ditempel pada barang yang berada di setiap SKPD/ unit kerja yang bersangkutan

namun sifatnya masih diregistrasi untuk sementara.
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“lya itu sifatnya hanya sementara, maksudnya peralatan dikasih kode
ini bermakna BMD tersebut sudah dihitung dan sudah dicek kondisinya jadi
diberikan label sementara”. (wawancara Kasubag Penatausahaan Aset
BPKAD Rokan Hilir, 11 November 2021).

berulang, N k Irata : an  yang sudah

dilakukan ole . g mili g Kretariat Kabupaten

Rokan Hili

Hasil wawancara meneliti ai BMD oleh Kepala Bidang Aset

BPKAD Rokan Hilir sebagai berikut:

“Penilaian itu dimaksudkan agar suatu BMD nilainya wajar atau
tidak, harganya dari unit tersebut. Misal printer itu ada rentang nilai dan
harganya mulai dari Rp.600rb sampai 2 juta. Pada intinya jika nilainya
tidak wajar tentu ada kesalahan baik dari pencatatan di awal ataupun dari
sisi pemberian nilai BMD nya” (Wawancara Kepala Bidang Aset BPKAD
Rokan Hilir, tanggal 18 November 2021).
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Dari hasil wawancara tersebut, maka dapat diketahui bahwa penetapan nilai
BMD dalam rangka penyusunan neraca Pemerintah Pusat/Daerah dilakukan
dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai
Peraturan Pemerintah-Nomor 27. Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah Pasal 49. Pengelola barang dapat melakukan penilaian kembali
atas nilai BMD yang telah_ditetapkan dalam,neraca pemerintah pusat/daerah,
penilaian kembali berlaku secara nasional, sehingga harus diturunkan menjadi
keputusan Penilaian Kembali BMD oleh Bupati Rokan Hilir.

e.  Pengelompokan kondisi barang

Berdasarkan wawancara terkait pengelompokan kondisi barang, diketahui
jawaban sebagai berikut:

“Pengelompokan sudah dilakukan. Maksud dari pengelompokan itu
karena setiap barang itu ada variasinya misal kelompok alat kantor,
kelompok ~alat komunikasi,/ kelompok™alat angkutan, dan lainnya”.
(wawancara Pembantu Pengurus Barang, 18 November 2021).

Dari hasil 'wawancara dengan Pembantu Pengurus Barang ini dapat
diketahui pengelompokan sudah dilakukan dalam inventarisasi BMD di kantor
Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Mengacu pada Peraturan Menteri
Keuangan Republik Indonesia nomor 181 tahun 2016 tentang Penatausahaan
Milik Negara, Peralatan dan mesin memiliki variasi terbanyak dalam kelompok
aset tetap . Peralatan dan mesin dapat berupa alat berat, alat kantor, alat angkutan,
alat kedokteran, alat komunikasi, clan lain sebagainya. Wujud fisik peralatan dan
mesin dapat meliputi Alat Besar, Alat Angkutan , Alat Bengkel dan Alat Ukur,

Alat Pertanian, Alat Kantor dan Rumah Tangga, Alat Studio, Komunikasi dan
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Pemancar, Alat Kedokteran dan Kesehatan, Alat Laboratorium, Alat Persenjataan
, Komputer, Alat Eksplorasi, Alat Pemboran , Alat Produksi, Pengolahan dan

Pemurnian, Alat Bantu Eksplorasi, Alat Keselamatan Kerja, Alat Peraga, dan Unit

dengan kondis : : e ang lain yang rusak
ringan dan

f. Pemb

Penelitian‘data ra adminis hadap kode barang,

dentitas BMD,

memberikan kejelasan status kepemilikan dan status penggunaan barang pada
masing-masing pengguna.

Nomor kode barang terdiri atas 18 (delapan belas) digit, sampai dengan
nomor register yang tersusun berurutan ke belakang dibawah suatu garis lurus
sebagai berikut: Untuk mengetahui Nomor Kode Barang dari setiap jenis dengan

cepat, perlu 2 angka di depan/dicari Nomor Kode Golongan Barangnya, kemudian
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baru dicari Nomor Kade Bidang, Nomor Kode Kelompok, Nomor Kode Sub
Kelompok, Nomor Kode Sub-Sub Kelompok/jenis barang dimaksud.
1) Nomor Kode Lokasi menggambarkan/menjelaskan status kepemilikan

barang, Pr bida it kerja serta tahun

p
2) N igit, sampai
den u

3) Cont e S

Angk t I rutan dalam suatu

garis r

umentasi Pemberian Kode

efikasi 1

2] : { E

Kode Kompone
Pemiiik Barang

Gambar V. olongan Dan

14 15|16| |17|'-8|

Kode Provinsi
Kaode Ka t

Pembelian

Kode Sub Unit/UPTD <+—
Kode Sub-sub Unit <

Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2021
(1) Digit 1 dan 2, Kode komponen kepemilikan barang
Penulisan kode komponen kepemilikan barang sebagai berikut:
a. Barang milik Pemerintah Pusat dengan Nomor Kode 00

b. Barang milik Pemerintah Daerah Provinsi dengan Nomor Kode 11
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c. Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dengan Nomor Kode 12.
(2) digit 3 dan 4, Kode Provinsi.

(3) digit 5 dan 6, Kode Kabupaten Kabupaten

(5) digit 8 dar : ; ' rusan dan

Satuan Kerja
bupaten Rokan

aten Rokan Hilir
diteta

(7) Digit

ditetapkan oleh Pengurus Barang.

(8) Digit 14 , 15 dan 16, Kade Sub Unit/UPTD.
Kode Sub Unit/ UPTD untuk masing-masing SKPD diberi Nomor urut

Kode sub unit sesuai struktur organisasi perangkat daerah mulai dari Nomor
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01 dan seterusnya sampai sejumlah sub Unit/UPTD dalam SKPD tersebut
dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

(9) Digit 17 dan 18, Kode Sub-subUnit/Satuan Kerja.

mengisi fo r KIB ntuk tana B ralatan, KIB C

untuk Ged

DBHI dan Berita Acara kepada awab serta menyampaikan laporan
hasil inventarisasi beserta kelengkapannya.
a.  Pengumpulan berita acara inventarisasi BMD

Berdasarkan wawancara terkait pengumpulan berita acara inventarisasi

BMD didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“lya tahap pelaporan ini memang ada pengumpulan berita acara
BMD, rekapitulasi yang tidak ada barangnya, rekap yang ada fisiknya tapi
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tidak tercatat sebelumnya, kompilasi dari tahap KIB A sampai F. Memang
paling sering terjadi itu di KIB B, karena peralatan ini jumlahnya baik
kuantiti dan tipenya jumlahnya paling banyak dibandingkan KIB yang lain.
Disinilah yang sering terjadi celah kalau untuk bidang peralatan, kalau

kayak mesin dan lain-lain.ir vawancara Kasubag

e AHEBRIAD Rk Hill, N '#a

S ) (oo )
NIP. s NIP. s
Mengetahui,

Petugas Pelaksana Sensus
(oo )

NIP. i

Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2021
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b.  Rekapitulasi barang yang tidak ditemukan fisiknya

Berdasarkan wawancara terkait rekapitulasi barang yang tidak ditemukan
fisiknya didapatkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Penyebabnya banyak ya, bisa jadi-dari awal memang tidak diketahui
keberadaannya, hilang, hangus/dibongkar, biaya pemeliharaan atau
berbentuk BMD sebagal aset tetap” (wawancara Kepala Bagian Umum, 11
November 2021).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, diketahui penyebab barang milik
daerah di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir tidak ditemukan
fisiknya karena banyak faktor yaitu dari awal tidak diketahui keberadaannya,
hilang, hangus/dibongkar, biaya pemeliharaan/penunjang yang dicatat sebagai
aset, Barang milik daerah berupa ekstrakomptable dicatat sebagai aset tetap.

c.  Rekapitulasi barang yang ditemukan fisiknya namun tidak tercatat

Berdasarkan wawancara-terkait rekapitulasi barang yang ditemukan fisiknya
namun tidak tercatat, diketahui juga jawaban yang mendukung sebagai berikut:

“untuk’ dibagian KIB B ini memang. sering terjadi kelalaian
pelaporan, ya sumber utamanya banyak dari pendataan di awal, apalagi
kita sekarang kantor-baru _kan. Masih banyak aset yang belum pindah,
datanya ntah kemana dan lain-lain, kalau saja dari awal inventarisasi KIB
B di kantor lama itu berjalan pasti kita disini tinggal melanjutkan saja.
Format lengkapnya ada di berita acara rekonsiliasi”. (wawancara

Pembantu Pengurus Barang, 18 November 2021).

Dari hasil wawancara dengan Pembantu Pengurus Barang ini dapat
diketahui bahwa melaporkan hasil pendataan BMD secara terbuka dan sesuai

mekanisme yang ada merupakan bagian penting dalam unsur penatausahaan BMD
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di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir. Berita acara rekonsiliasi

dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar V.4. Dokumentasi Rekonsiliasi Data Sensus BMD

‘@

20 pada

Ve
A
Ao
= &
: @
(i barans

BERITA ACARS

SRS

No. NAMA PELAEKSANA TANDA TANGAN
1. BPEAD KEab. Rokan Hilir
2. BPFEAD Kab. Rokan Hilir 2.
3. Inspektorat Kab. Rokan Hilir
4. Inspektorat Kab. Rokan Hilir 4.
5 Pejabat Penatausahaan
) Pengguna Barang
6. Pengurus Barang 6.

Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2021
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Dalam Pelaporan Barang Milik Daerah di Kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir sebelum dilakukanya pelaporan, pengurus barang
melakukan pengamatan barang dan pengecekan barang disetiap ruangan dengan
mencocokan Kkarturinventaris ruangan/barang.(KIR/B) yang.berada pada ruangan
tersebut. Lalu pengurus barang mengecek kode barang, jumlah barang, merk dan
jenis barang. sesuai dengan- data’ ‘yany dierdapat dalam Kartu Inventaris
Ruangan/Barang (KIR/B). Hasil Pengecekan lalu diproses oleh pengurus barang
untuk dicatat dan di inventarisasi, selanjutnya didistribusikan ke penerima barang
seperti pimpinan dan Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
(BPKAD), Kantor BPKAD lalu melakukan pencatatan semua aset yang ada pada
Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Kartu Inventaris' Ruangan/Barang
sesuai dengan spesifikasi barang, baik ukuran merek dan harga. Hasil laporan
dicetak dan ditanda tangani sesuai dengan prosedur yang pertama ditanda tangani
oleh pengurus barang, yang kedua oleh pejabat penatausahaan barang dan yang
terakhir ditanda tangani oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD). Setelah
selesai laporan diserahkan kepada bidang aset BPKAD atau dikirim melalui email
berupa hardcopy.

d.  Kompilasi perubahan data KIB A sampai dengan KIB F

Tim Inventarisasi/Sensus melakukan rekonsiliasi dan mengkompilasi dari
Kertas Kerja KIB A, B, C, D, E, F dari seluruh SKPD maupun UPB untuk
mendapatkan nilai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir secara

keseluruhan per 31 Desember 2019 atau sebagai saldo akhir per 1 Januari 2020.
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Tim Inventarisasi/Sensus menghimpun dan mengkompilasi hasil sensus
barang yang tertuang dalam Form Kertas Kerja KIB A, B, C, D, E, F dari masing-
masing SKPD menjadi Buku Inventaris , Buku Induk Inventaris dan Rekapitulasi
Hasil Sensus Barang per Bidang dan Unit.Organisasi untuk menggambarkan
Jumlah_Barang Inventaris khususnya dikantor Sekretariat Daerah Kabupaten
Rokan Hilir.

Pelaporan merupakan penyampaian data serta informasi yang dikerjakan
oleh bagain administrasi BMD kepada pengguna aset/barang. Aturan ada di
Bagian ini tentang Pelaporan. Berdasarkan Permendagri No.19 Thn 2016 tentang
Petunjuk Teknis (juknis) manajemen aset BMD mengungkapkan Kepala Satuan
SKPD sebagai-pemakai aset daerah, bertanggung jawab atas kegiatan pencatatan
dan inventaris aset daerah yang dikelola dan harus dipertanggung jawabkan semua
barang yang ada dan dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan
menetapkan kebijakan pengelolaan batang milik daerah. Kepala Daerah
melakukan pengendalian pengelolaan barang milik daerah, karena Kepala Daerah
sebagai pemegang keuasaan pengelolaan barang milik daerah, sehingga kepada
daerah berwenang dan bertanggung jawab atas pembinaan pelaksanaan
pengelolaan barang milik daerah. Tetapi, dalam pelaksanaannya pengguna dan
kuasa pengguna barang dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk
melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penilitian terhadap
penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pengamanan

Barang Milik Daerah yang berada dibawah penguasaannya.
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Untuk pelaksanaan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah,
diberikan insentif bagi pejabat/pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang

milik daerah yang menghasilkan pendapatan dan penerimaan daerah. Seluruh

(KIB) dan a Lasa Pe 3R dan DBL sesuai
dengan has ggung jawab,
menempelke barang yang

diinventarisa | etemukan akan

QQ an, pencatatan BMN ke dalam
Daftar Barang yang ada pa . ¢ 3/ Kuasa Pengguna Barang dan
Pengelola Barang menurut penggolongan dan kodefikasi barang. Pembukuan,
inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah yang telah ada masih tetap
berlaku sepanjang belum ditetapkannya Peraturan Menteri tentang Pembukuan,
Inventarisasi, dan Pelaporan. Inventarisasi Barang Milik daerah dilakukan dengan
pencocokan dan verifikasi data administrasi aset/barang sesuai dokumen

penunjang dengan kenyataan di lapangan atau kondisi fisik barang tersebut
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sehingga diperoleh data yang lengkap dan akurat sesuai dengan kenyataan yang
sebenarnya.

Berdasarkan hasil wawancara terkait pembukuan dan pendaftaran data hasil

engelolaan atas

a ayat (1) atau

1)
2)

3)

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didapatkan hasil wawancara
memperbarui DBR dan DBL sesuai hasil inventarisasi sebagai berikut:

“Untuk tindak lanjut ini memang kurang efektif saya pikir, masih
banyak barang yang tidak terdata dan tidak ada blangkonya. Pembaruan
DBR dan DBL itu sendiri juga pelaksanaannya masih sering terhambat.
Saya pikir butuh bimtek khusus, di renstra ada cuman pasti terhambat
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pembiayaan juga untuk bimtek ini” (Wawancara Kasubag Perlengkapan,

Tanggal 13 November 2021).

Kurang tertibnya dari mekanisme inventarisasi barang milik daerah di
Kabupaten RokanHilir, hal ini-dikarenakan kurang tegasnya.dari pihak pengelola
aset untuk menarik kembali aset yang telah selesai dalam masa pakai selain itu
karena kurangnya pemeliharaan- dari“aset’ dan .cara mengelolanya. Pentingnya
inventarisasi harus dilakukan agar diketahui secara jelas nilai aset/kekayan daerah
yang saat ini berada lingkungan daerah. Banyak aset-aset yang tidak diketahui
keberadaanya, dan hal ini sudah menjadi temuan bagi instansi pemeriksa.
Permasalahan ini dikarenakan tidak tertibnya pengelola barang pada instansi
daerah. Hal yang dapat dilakukan adalah menempatkan sdm yang mempunyai
kapabilitas yang memadai dalam hal pengelolaan barang milik daerah, serta
meningkatkan kapasitas sdm dengan memberikan kediklatan pengelola barang
maupun penyimpan barang.

c.  Menempel blangko label permanen masing-masing barang

Adapun blangko label permanen ini dapat dilihat pada gambar sebagai

berikut:

Gambar V.5. Dokumentasi Format Contoh Blangko Label Permanen BMD

12.11.03.08.01.17.014.040
02.06.03.05.003.0001

PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HILIR

1. Ruang Kantor | Printer

Sumber: Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir, 2021
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Untuk mengetahui keberadaan aset dan berguna untuk memperbaiki
pencatatan aset dalam Kartu Inventaris Barang dan Neraca Daerah. Sensus barang
ini baru mulai dilakukan pada saat bergantinya kepala daerah yang baru dengan
tujuan  untuk .~ mengupayakan__ pengamanan, pemanfaatan,  penilaian,
pemindahtanganan dan penghapusan aset yang telah rusak atau. tidak bisa
digunakan/diperbaiki lagi. Inventarisasi ini/ dimulai dengan menelusuri aset-aset
beserta bukti kepemilikan seperti aset tetap berupa tanah. Pentingnya inventarisasi
aset sebagai salah satu upaya yang dilakukan sekretariat daerah kabupaten rokan
hilir untuk menelusuri dan mengumpulkan aset-aset yang dimiliki guna
memperbaiki pengelolaan aset mulai dari pencatatannya, agar data akuntansi dan
fisik, sesuai serta dapat mengamankan dan memanfaaatkan aset.secara optimal.
4.4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Manajemen Pengelolaan

Barang Milik Daerah_Dalam Pelaksanaan Inventarisasi di Kantor

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir
4.4.1. Organisasi dan Manajerial

Organisasi yang tergambar dalam struktur organisasi yang jelas berupa
susunan satuan organisasi beserta pejabat, tugas dan wewenang, serta hubungan
satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Manajemen merupakan
proses manusia yang menggerakkan tindakan dalam usaha kerjasama, sehingga
tujuan yang telah ditentukan dapat dicapai. Arti penting dari manajemen terhadap
penciptaan suatu pemerintahan yang baik, baik atau tidaknya manajemen
pemerintah daerah tergantung dari pimpinan daerah yang bersangkutan,
khususnya tergantung kepada Kepala Daerah yang bertindak sebagai manajer

daerah.
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Identifikasi dan inventarisasi aset daerah tersebut penting untuk pembuatan
Neraca Kekayaan Daerah yang akan dilaporkan kepada masyarakat. Untuk dapat
melakukan identifikasi dan inventarisasi aset daerah secara lebih objektif dan
dapat diandalkan,pemerintah daerah perlu memanfaatkan prefesi auditor atau jasa
penilai yang independen. Dengan identifikasi aset yang akurat, bukan hanya akan
menghasilkan - laporan keuangan||pemerintah, daerah yang baik, tapi dapat
memberikan manfaat kepada daerah untuk pelaksanaan pemerintahan yang baik.

Berdasarkan hasil wawancara terkait faktor pendukung dan penghambat ini
didapatkan hasil sebagai berikut:

“Iya pengelolaan dari internal maksudnya dari organisasi kami ini
harus bisa lebih maksimal, jadi bisa jadi contoh untuk SKPD lain.
Penghambat nya ya jumiah SDM kurang, transisi pergantian dari kantor
lama ke kantor baru ini benar-benar harus dievaluasi lagi keadaan
peralatan kantor dan lain-lain, jangan sampai ada barang yang tidak perlu
dibeli justru dibeli padahal ‘ada; bisa jadi buang-buang anggaran saja.”

(Wawancara Kepala Bagian Umum, Tanggal 11 November 2021).

Sejalan dengan hasil wawancara di atas, juga didapatkan hasil wawancara
sebagai berikut:

“Pembinaan, pengawasan dan pengendalian aset ini saya pikir jadi
faktor penghambat. Sampai sekarang kita kesulitan buat menjalankan
Permendagri itu, padahal perbup ada juga. Memang dari dulu
inventarsisasi aset ini dianggap kurang prioritas dibandingkan hal lain,
padahal ini pengaruhnya besar terhadap hampir seluruh aspek pekerjaan
pegawai. Karena aset ini wajib dikelola dan ya itu tadi penatausahaannya
juga harus maksimal” (Wawancara Kasubag Perlengkapan, Tanggal 13
November 2021).
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Berdasarkan beberapa hasil wawancara sejalan di atas, dapat disimpulkan
bahwa untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pengelolaan barang milik
daerah secara berdayaguna dan berhasilguna, maka fungsi pembinaan,
pengawasan dan_pengendalian-sangat penting.untuk menjamin tertib administrasi
pengelolaan barang milik daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri. Nomor 19
tahun 2016 tentang Pedoman.-Pengelolaan/ Barang Daerah, menjelaskan bahwa
pengendalian merupakan usaha atau kegiatan untuk menjamin dan mengarahkan
agar pekerjaan yang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan sedangkan pengawasan merupakan wusaha atau kegiatan untuk
mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas
dan/atau kegiatan, apakah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.

Kendala dalam organisasi dan manajerial ini berkaitan langsung dengan
kepatuhan dalam proses pengamanan dan pemeliharaan disebabkan tidak adanya
penetapan status pengguna barang dalam proses penggunaan yang sesuai dengan
Permendagri No. 19 Tahun 2016. Sehingga proses pengamanan barang yang tidak
diketahui siapa pengguna barang yang disebabkan kelalaian SKPD dalam
membuat berita acara dalam  rangka. serah  terima pengguna barang dengan
pengurus barang. Proses penatausahaan yang baik belum terjadi dikarenakan
adanya kendala ketidakpatuhan oleh SKPD dalam mencatat dan melaporkan KIB
masih secara “gelondongan” artinya tidak secara rinci memenuhi spesifikasi mulai
dari jenis, volume hingga harga per satuan barang yang ada di SKPD serta
pelaporan tiap SKPD hanya dilakukan oleh sebagian kecil SKPD. Ketidakpatuhan

dalam proses pembinaan, pengawasan dan pengendalian khususnya dalam proses
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pembinaan masih belum terlaksana secara efektif dikarenakan pengurus barang
yang dilibatkan dalam pelatihan pengelolaan aset daerah tidak mengikuti
bimbingan teknis dengan baik, namun sebaliknya kegiatan bimtek hanya dihadiri
untuk formalitas saja dan untuk-memenuhi kewajiban absensi.

Terkait manajerial pada saat kepemimpinan yang lama, lemahnya komitmen
organisasi dan pimpinan berupa-ketegasan dalam pelaksanaan pengelolaan aset,
menjadi Kendala serta berpengaruh terhadap jalannya pengelolaan aset daerah
yang baik. Tidak adanya sistem pemberian penghargaan maupun sanksi bagi
SKPD maupun pengurus barang yang patuh ataupun lalai dalam melaksanakan
proses pengelolaan aset yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh
Pemerintah. Kendala komitmen pimpinan berupa tidak adanya kesesuaian antara
perilaku pimpinan dengan regulasi yang menyatakan bahwa dalam proses
penggunaan harus ditetapkan dengan adanya SKidari bupati‘yang dilaksanakan
berdasarkan usulan dari Kepala Dinas melalui Sekertaris Daerah. Ketetapan dalam
bentuk SK Bupati ini- mengatur tentang penunjukkan pengurus barang untuk tiap-
tiap SKPD. Namun hal tersebut tidak terjadi di setiap SKPD, para pengurus
barang hanya memiliki dasar penunjukkan.sebagai pengurus barang dari Kepala
SKPD tanpa adanya SK resmi dari Bupati.

Hal ini sesuai dengan pendapat Simamora yang menyebutkan tanpa adanya
komitmen dari pimpinan untuk menerapkan peraturan tersebut maka peraturan
tersebut tidak akan berhasil dalam penerapannya. Oleh karena itu, kepatuhan pada
regulasi yang dilakukan oleh para pelaksana pengelola barang milik daerah

membutuhkan komitmen pimpinan. Komitmen pimpinan juga dibutuhkan dalam
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pelaksanaan komunikasi pada suatu organisasi. Menurut Simamora (2012),
komitmen pimpinan diperlukan dalam mengatasi permasalahan yang menyangkut
pengelolaan barang milik daerah. Komitmen Kepala SKPD dibutuhkan dalam hal
tidak sering melakukan pergantian personal-pengurus dan._penyimpan barang.
Pengurus dan penyimpan barang harus bekerja satu tahun anggaran sesuai dengan
surat keputusan pengangkatan: |Jika pergantian petugas pengelola barang
diperlukan harus ada kaderisasi terlebih dahulu terhadap penggantinya.

Selain itu, kepala SKPD memberikan perhatian serius bagi aset yang
dikelolanya secara professional dengan tidak menomorduakan urusan pengelolaan
barang milik daerah, karena posisi kepala SKPD selain sebagai pengguna
anggaran juga sebagai pengguna barang yang bertanggungjawab terhadap barang
milik daerah yang dikelolanya.

4.4.2. Minimnya Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia ialah faktor yang paling esensial dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagai pelaku dan penggerak proses
mekanisme dalam sistem pemerintahan. Agar mekanisme pemerintahan dapat
berjalan dengan baik sesuai dengan tujuan.yang diharapkan, maka manusia atau
subyek harus baik pula. Atau dengan kata lain, mekanisme pemerintahan baik
daerah maupun pusat hanya dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai tujuan
seperti yang diinginkan apabila manusia sebagai subyek sudah baik pula.

Sesuai pendapat Yusuf yang mengemukakan bahwa kunci keberhasilan
pengelolaan barang milik daerah adalah harus tersedianya pegawai yang

kompeten dalam bidang pengelolaan barang milik daerah. Untuk mendapatkan
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pegawai yang kompeten maka diperlukan adanya suatu standar yaitu pegawai
yang memiliki pengetahuan tentang aset daerah, yang mempunyai keterampilan
tentang pengelolaan aset daerah, dan pegawai yang mempunyai sikap terhadap
pengelolaan aset daerah (Yusuf;2010: 47).

Berdasarkan wawancara terkait tahap pelaporan didapatkan hasil wawancara
sebagai berikut:

“Iyva untuk pengelolaan BMD ini pada dasarnya membutuhkan
komunikasi, sinergi dan koordinasi dari banyak pihak ya. Harus ada
budaya kesadaran pegawai untuk mau mengelola asetnya dengan baik dan
benar, karena biar bagaimanapun APBD vyang dihamburkan untuk
pengadaan Itu juga bagian dari untuk masyarakat kita’. (wawancara
Kasubag Penatausahaan Aset BPKAD Rokan Hilir, 11 November 2021).
Sejalan dengan hasil wawancara di atas; diketahui juga jawaban yang

mendukung sebagai berikut:

“SDM kurang, munkin'dari-segi kompetensi tidak, tapi dari segi
kuantiti. Untuk pengelolaan ini butuh banyak koordinasi dari kantor baru
ke kantor lama ini, belum lagi jumlah pegawai yang mutasi dan promosi
juga menentukan kualitas penatausahaan BMD karena mereka sebagai
pelaksana secara langsung”. (wawancara Pembantu Pengurus Barang, 18
November 2021).

Untuk mendukung pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta
menciptakan transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah, maka pemerintah
daerah perlu memiliki atau mengembangkan sistem informasi manajemen yang
komprehensif dan handal sebagai alat untuk pengambilan keputusan. Sistem

informasi manajemen aset daerah juga berisi data base aset yang dimiliki daerah.

Sistem tersebut bermanfaat untuk menghasil laporan pertanggungjawaban. Selain
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itu, sistem informasi tersebut juga bermanfaat untuk dasar pengambilan keputusan
mengenai kebutuhan pengadaan barang dan estimasi kebutuhan belanja (modal)
dalam penyusunan APBD. Program aplikasi ini digunakan untuk pengelolaan
barang daerah meliputi perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penghapusan dan
akuntansi barang daerah. Minimnya jumlah SDM ini juga secara tidak langsng
menghambat -~ proses perencanaan’ ‘kebutuhan dan penganggaran. Proses
perencanaan kebutuhan™khususnya dalam perencanaan kebutuhan pemeliharaan
barang milik daerah belum dicatat dan dilaporkan secara rinci oleh masing-masing
SKPD kepada SKPKD. Sedangkan pada proses pemanfaatan masih banyak aset
yang bisa dimanfaatkan namun tidak diakui dan dicatat dalam neraca daerah dan
Kartu Invetaris'Barang, sehingga pemanfaatan tidak bisa dilakukan karena aset
yang berpotensi untuk di sewakan atau dipinjampakaikan tidak didasari dengan
inventarisasi yang akurat dan handal. Proses lain yang paling banyak mengalami
kendala dalam pencatatan yaitu proses penatausahaan seperti salah catat dalam
penggolongan aset tetap, tidak dilaksanakan pencatatan atau pemindahan saldo
aset yang telah dipindahtangankan atau telah dihapuskan serta tidak adanya
rincian barang sehingga hal tersebut dianggap “gelondongan” atau tidak diketahui
secara jelas dan rinci penggolongan dan kodefikasi barang.

Untuk proses penatausahaan, ketiadaan bukti kepemilikan ini menjadi
penghambat dalam hal pengakuan aset yang menjadi tidak andal sebagaimana
yang dijelaskan dalam PSAP No. 7 tentang akuntansi aset tetap yang menyatakan
bahwa keandalan pengakuan suatu aset akan lebih andal apabila disertai dengan

bukti kepemilikan tersebut. Prinsip Keandalan merupakan catatan atau laporan
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akuntansi yang didasarkan atas data/informasi yang tersedia yang paling dapat
diandalkan (data yang dapat dibuktikan/ditelusuri kebenarannya), sehingga
catatan dan laporan tersebut akan menjadi akurat dan berguna. Di dalam
akuntansi, prinsipskeandalan muncul saat penilaian harga dapat di lakukan oleh
orang-orang yang profesional di bidangnya secara independen dan objektif.
Kompetensi sumber _daya | manuSia s yang ditemukan dalam proses
perencanaan kebutuhan dan penganggaran, penggtnaan, pemanfaatan serta
pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Kendala yang ditemui dalam proses
perencanaan kebutuhan dan penganggaran adalah. pemahaman sumber daya
manusia dalam hal ini aparatur daerah selaku pelaksana pengelolaan aset daerah
yang masih belum memadai. Pemahaman atas biaya pemeliharaan dan proses
pengadaan yang sesuai dengan regulasi yang ditetapkan tidak sejalan dengan
pemahaman yang dimiliki ,eleh aparatur daerahysehingga hal ini menghambat
pengelolaan aset daerah. Dalam proses penggunaan, kurangnya kompetensi
sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparatur daerah dalam mengemban tugas
sebagai pengurus barang membuat proses penunjukkan pengurus barang di SKPD,
kepala SKPD hanya menunjuk .orang. yang.bersedia menjadi pengurus barang
tanpa melihat kriteria yang seharusnya dipenuhi oleh pengurus barang tersebut.
Akibat sikap dan persepsi dari aparatur daerah yang menganggap
pengelolaan aset sebagai hal yang tidak memiliki pengaruh penting dibandingkan
pengelolaan keuangan daerah, maka aparatur menjadi tidak patuh terhadap
regulasi yang ditetapkan. Dalam proses pembinaan, sikap aparatur daerah yang

menjadi pengurus dan pengguna barang mengikuti kegiatan bimtek tidak secara
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sungguh-sungguh dan bertanggung jawab. Begitu pun dalam proses pengawasan,
kendala persepsi aparatur daerah sebagai pengguna barang yang menganggap

barang yang dikuasainya sudah menjadi barang miliknya, sehingga pada saat

pengguna barang oL e_te § guna barang tersebut

st o
“ N ‘!hm“‘ .1?0 da pengurus



BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat diberikan kesimpulan terkait
manajemen pengelolaan Barang Milik Daerah Dalam Pelaksanaan Inventarisasi di
Kantor Sekretariat Daerali-Kabupaten Rokan "Hilir,yang dilihat dari, pertama
dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan barang milik daerah masih banyak
ditemui permasalahan terutama dari barang-barang yang rusak yang dibiarkan
begitu saja, aset yang masih belum ada pengamanannya, pembelian barang yang
tidak tercatat dalam buku inventaris. Tidak adanya KIR yang seharusnya dipasang
disetiap ruangan, banyaknya aset peralatan yang tidak ‘diketahui keberadannya,
pencatatan KIB B yang sangat sederhana dan tidak mencantumkan merk/tipe,
ukuran, kode barang, serta kondisi barang. Kedua, kehilangan barang yang tidak
ada administrasi pelaporannya, pembiayaan untuk pengelolaan barang daerah
masih minim, rendahnya kinerja pengurus dan pembantu pengurus barang,
lemahnya sanksi dalam pelaporan barang.

Dalam proses pengelolaan barang milik daerah di Sekretariat Daerah
Kabupaten Rokan Hilir masih terdapat adanya kendala, yakni dalam proses
pengelolaan barang milik daerah masih kurangnya organisasi dan manajerial yaitu
koordinasi antar pimpinan dengan staf, padahal untuk mencapai tujuan bersama
dalam tertib administrasi inventarisasi barang dibutuhkan komitmen seluruh
pihak. Kemudian kondisi sumber daya aparatur di setiap bidang sangat terbatas

jumlahnya, dan belum mencukupi kebutuhan pekerjaan yang diperlukan.
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Sehingga pelaksanaan pekerjaan pengelolaan barang daerah yang dibebankan

menjadi tidak maksimal, serta pendanaan yang kurang memadai untuk

melaksanakan kegiatan pengelolaan barang milik daerah.

peri  suatu

5 sering diikutkan

berkualitas serta

Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir yang relatif besar dan banyak
jenis barangnya.

3. Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Rokan Hilir memerlukan adanya
integrasi dalam teknologi sistem informasi terkait aplikasi yang digunakan
untuk mengelola inventarisasi aset daerah sehingga akan mempermudah

dalam penyajian laporan.
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